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“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum hingga mereka 
mengubah diri mereka sendiri.” (Q.S.Ar - Ra’ad : 11) 
“Kemenangan yang seindah-indahnya dan sesukar-sukarnya yang boleh direbut 
oleh manusia ialah menundukan diri sendiri.” (Ibu Kartini) 
“Orang-orang hebat di bidang di bidang apapun bukan baru bekerja karena 
mereka terinspirasi, namun  mereka menjadi terinspirasi karena mereka lebih suka 
bekerja. Mereka tidak menyia-nyiakan waktu untuk menunggu inspirasi.” (Ernest 
Newman) 
“Orang-orang sukses telah belajar membuat diri mereka melakukan hal yang 
harus dikerjakan, entah mereka menyukainya atau tidak.” (Aldus Huxley) 
 “Bersikaplah kukuh seperti batu karang yang tidak putus-putusnya dipukul 
ombak. Ia tidak saja tetap berdiri kukuh, bahkan ia menentramkan amarah ombak 
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Nama : Ika Rahayu NPM : 2115500063 Judul : “Kinerja Pemerintah Desa 
Dalam Memberikan Pelayanan Prima Di Desa Tegalsari Barat Kecamatan 
Ampelgading Kabupaten Pemalang”. 
 Pokok permasalahan penelitian ini adalah : (1) Bagaimana Kinerja 
Pemerintahan Desa Tegalsari Barat Dalam Memberikan Pelayanan Kepada 
Masyarakat; (2) Faktor-faktor Apa Saja Yang Mempengaruhi Sebuah Kinerja 
Pemerintahan Desa Tegalsari Barat, Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mendeskripsikan : (1) Kinerja Pemerintahan Desa Tegalsari Barat Kecamatan 
Ampelgading Kabupaten Pemalang; (2) Faktor-faktor Apa Saja Yang 
Mempengaruhi Sebuah Kinerja Pemerintahan Desa Tegalsari Barat. 
 Tipe penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, yang 
merupakan tipe penelitian yang dapat memberikan gambaran faktual mengenai 
Kinerja Pemerintahan Desa Tegalsari Barat Dalam Memberikan Pelayanan 
Kepada Masyarakat. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, 
dokumentasi dan observasi. 
 Hasil penelitian ini menunjukan bahwa : (1) Kinerja pemerintahan desa 
Tegalsari Barat kecamatan Ampelgading kabupaten Pemalang dalam 
memberikan pelayanan kepada masyarakat kurang baik, karena produktivitas 
kinerjanya dalam sikap, kemampuan  dari perangkat desa masih kurang baik 
kinerjanya dalam melayani masyarakat, karena dalam memanfaatkan waktu 
perangkat desa kurang efisien dan efektif jadi banyak waktu yang terbuang sia-
sia. Namun menurut pendapat dari pemerintahan desa Tegalsari Barat sudah 
menunjukan kesiapan 100% dan sesuai berdasarkan undang-undang nomor 6 
tahun 2014 dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, namun pada 
kenyataanya kemampuan, dan semangat kerja  perangkat desa Tegalsari Barat 
juga kurang baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, karena 
terlalu menyepelekan dan menggapangkan setiap pertanyaan dari masyarakat. 
Selain itu ada juga hambatan-hambatan dalam meningkatkan produktivitas 
kinerja perangkat desa Tegalsari Barat disebabkan kurangnya masih kurangnya 
pengetahuan,kurang terkumpulnya fakta-fakta ,dan data-data yang relevan. (2) 
Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pemerintahan desa Tegalsari Barat 
kecamatan Ampelgading kabupaten Pemalang adalah kualitas pelayanan, 
responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas. Keempat faktor tersebut sangat 
berpengaruh terhadap kinerja pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan, 
mengingat maksud di pertegas lagi kinerja pemerintahan desa Tegalsari Barat 
adalah untuk menghasilkan suatu pelayanan terhadap masyarakat dengan baik di 
desa Tegalsari Barat kecamatan Ampelgading kabupaten Pemalang. 






Name: Ika Rahayu NPM: 2115500063 Title: "The Performance of Village 
Government in Providing Services in Tegalsari Barat Village, Ampelgading 
District, Pemalang Regency". 
The main issues of this study are: (1) How is the Government Performance 
in Tegalsari Barat Village in Providing Services to the Community; (2) What 
Factors Affect a Government Performance in Tegalsari Barat Village, The 
purpose of this study is to describe: (1) Government Performance in Tegalsari 
Barat Village, Ampelgading Subdistrict, Pemalang Regency; (2) What Factors 
Affect a Government Performance in Tegalsari Barat Village. 
The type of research used is descriptive qualitative, which is a type of 
research that can provide a factual description of the Government Performance in 
the Village of Tegalsari Barat  in Providing Services to the Community. Data 
collection is done by interview, documentation and observation. 
The results of this study indicate that: (1) The performance of the village 
government in Tegalsari Barat, Ampelgading, Pemalang district in providing 
services to the community is not good, because the productivity of their 
performance in attitudes, the ability of village apparatus is still poor performance 
in serving the community, because in utilizing the time of the village apparatus 
less efficient and effective so a lot of time is wasted. However, according to the 
opinion of the village government of Tegalsari Barat it has shown 100% readiness 
and according to according to law number 6 of 2014 in providing services to the 
community, but in reality the ability and enthusiasm of the workforce of the 
village of Tegalsari Barat is also not good in providing services to the community, 
because it underestimates and addresses every question from the public. In 
addition there are also obstacles in increasing the productivity of village officials 
in Tegalsari Barat due to lack of lack of knowledge, lack of gathering of facts, and 
relevant data. (2) Factors that influence the performance of the village 
government of Tegalsari Barat, Ampelgading, Pemalang district are service 
quality, responsiveness, responsibility, and accountability. These four factors are 
very influential on the performance of village government in providing services, 
bearing in mind the intention in reaffirming the performance of the village 
administration of West Tegalsari is to produce a good service to the community in 
the village of West Tegalsari in the Ampelgading district of Pemalang district. 
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I.1. Latar Belakang 
Negara Republik Indonesia yang termaksud dalam katagori negara sedang 
berkembang memiliki sebuah tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam 
Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 alenia ke IV yang menyatakan 
“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia 
yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan 
umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia 
yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. 
Rumusan diatas menunjukkan bahwa tujuan nasional Negara Kesatuan 
Republik  Indonesia sangatlah luas (kompleks), yang didalam pencapaiannya 
menghendaki peningkatan kegiatan pemerintahan yang selaras dengan 
pelaksanaan pembangunan nasional dan mencakup segala aspek kehidupan 
masyarakat yang dilaksanakan secara terus menerus. Pemerintahan desa 
merupakan subsistem pemerintahan nasional yang merupakan tolak ukur bagi 
kemajuan sebuah negara.  
Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 
tentang desa, Desa adalah desa adat atau kesatuan masyarakat hukum yang 
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan 





masyarakat, hak asal–usul atau hak tradisional yang diakui dan di hormati dalam 
sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.  
Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan 
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan negara kesatuan 
republik indonesia, Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut 
dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara 
pemerintahan desa. Semestinya Pemerintah Desa sebagai organisasi publik, pada 
dasarnya dibentuk untuk penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat. Kualitas 
pelayanan kepada masyarakat ini menjadi salah satu indikator dari keberhasilan 
penyelenggaraan Pemerintah Desa. Hakekat dari pelayanan ditingkat desa adalah 
meningkatkan kualitas dan produktivitas pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah 
desa dibidang pelayanan umum, mendorong agar dapat mengefektifkan sistem 
dan tata laksana pelayanan, sehingga pelayanan umum dapat diselenggarakan 
secara lebih berdaya guna dan berhasil guna, dan mendorong terciptanya 
kreatifitas, prakarsa dan peran serta masyarakat untuk mencapai pembangunan 
serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas. 
Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 24 menjelaskan bahwa Sistem 
penyelenggaraan pemerintahan desa berfungsi sebagai pengayom, pembina, 
pelayanan, dan penggerak masyarakat. Masyarakat desa baik kelompok maupun 
individu memerlukan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan yang tidak dapat di 
penuhi sendiri, Seperti pelayanan dalam hal kesehatan, pendidikan, pekerjaan, 





yang di berikan kepada masyarakat harus berdasarkan pada asas; kepastian 
hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, 
keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas, dan efisien, hal tersebut 
bertujuan agar tercapainya pelayanan yang baik dan menunjukkan kinerja yang 
baik. Karena masyarakat setiap waktu selalu menuntut pelayanan yang baik dari 
pemerintah desa, meskipun keinginan tersebut sering tidak sesuai dengan harapan. 
Pelayanan yang di berikan secara umum masih berbelit-belit dengan berbagai 
alasan, lambannya kinerja perangkat dalam mengurus keperluan administrasi, 
kemudian melelahkan sehingga cenderung tidak efektif dan efisien.  
Desa Tegalsari Barat adalah Desa pemekaran dari Desa Tegalsari  yang 
pada awal tahun 2000an dimekarkan menjadi dua Desa yaitu Desa Tegalsari 
Timur (Desa induk pemekaran) dan Tegalsari Barat (Desa pemekaran baru). Desa 
Sumurmunding, Desa Tegalsari dan Desa Mangunsari. Yang mempunyai luas 
batas wilayah 554.884 ha, luas Desa 554.884, batas wilayah sebelah utara yaitu 
Desa Kendalsari, sebelah selatan yaitu Desa Sokawati, sebelah barat yaitu Desa 
Pener, dan sebelah timur yaitu Desa Tegalsari Timur. Desa Tegalsari Barat 
dipimpin oleh seorang Kepala Desa yaitu Bapak Sodikin beliau menjabat sebagai 
Kepala Desa di Desa Tegalsari Barat masih tergolong baru menjabat karena baru 
dilantik pada bulan Februari 2019. Dan di bantu perangkat desa yang berjumlah 
10 yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kasi Perencanaan, Kasi Kesejahteraan, Kasi 








Data Tingkat Pendidikan Pemerintah Desa Tegalsari Barat 














































Fakta yang terjadi di kantor Kepala Desa Tegalsari Barat realitanya dalam 
lapangan adalah sumber daya perangkat desa masih cukup rendah dengan tingkat 
pendidikan hanya lulusan sekolah. Mengenai mulai jam kerja telah ditentukan 
yaitu pukul 08.00 WIB dan selesai pada pukul 16.00 WIB, namun kenyataanya 
masih banyak perangkat yang belum datang bahkan sebagian besar dari jumlah 
perangkat desa yang ada selalu datang terlambat dan pulang tidak tepat waktu. 
Pelayanan di Desa Tegalsari Barat secara garis besar belum sepenuhnya berjalan 





kantor kepala desa masih ada saja kejadian perangkat desa yang datang terlambat, 
istirahat sebelum waktunya, dan pulang lebih awal. 
Hal ini yang perlu disoroti adalah kinerja Pemerintah Desa yang 
mempunyai tugas mengatur dan mengelola desa sesuai dengan aturan - aturan 
yang ada, agar tujuan yang diharapkan pemerintah desa dapat tercapai dan 
meningkatkan kinerja perangkat desa agar terciptanya pelayanan yang baik. 
Kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan 
selama periode tertentu di dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan 
berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran atau kriteria 
yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama.  
Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis mengambil judul 
penelitian sebagai berikut :    
“KINERJA PEMERINTAH DESA DALAM MEMBERIKAN 
PELAYANAN PRIMA DI DESA TEGALSARI BARAT KECAMATAN 
AMPELGADING KABUPATEN PEMALANG”. 
I.2. Rumusan Masalah  
Pemerintah Desa diharapkan dapat menjadi Unit terdepan dalam pelayanan 
kepada masyarakat, serta menjadi tonggak strategis untuk keberhasilan semua 
program karena secara normatif, masyarakat akar-rumput (grass root).  Pelayanan 
Pemerintah Desa merupakan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan 





perannya dalam pelayanan, bagaimana mewujudkan pelayanan yang memuaskan 
bagi masyarakat sebagai penerima pelayanan, dan bagaimana seharusnya 
pemerintah desa akan mampu melayani dengan baik. Keberhasilan pemerintah 
desa di tandai dengan keberhasilan para penyelenggara pemerintah desa dalam 
pelaksanaan tanggung jawabnya yang esensinya adalah sebagai penyelenggaraan 
fungsi pelayanan. Salah satu sorotan yang menghambat kinerja pemerintah desa 
dalam memberikan pelayanan di daerah pedesaan disebabkan karena kurangnya 
pemahaman dan kesadaran perangkat pemerintah desa terhadap bidang pelayanan 
tersebut. Pelayanan yang baik menunjukkan kinerja yang baik karena sistem 
pelayanannya yang maksimal dapat terukur dan teraplikasikan dengan baik 
apabila di dukung dengan perangkat sebagai pelaksana yang mampu memahami 
tugas-tugasnya. Dan kinerja pemerintah desa Tegalsari Barat belum baik dalam 
memberikan pelayanan karena banyak kendala yang di hadapi oleh pemerintah 
desa dalam proses pelayanan antara lain keluhan masyarakat dengan cara 
pelayanan yang diberikan oleh pemerintah desa mulai dari sistem pelayanan yang 
sangat lamban, tidak transparan, tidak tepat waktu, memberi janji yang tidak pasti, 
mengutamakan sistem pelayanan yang tidak sesuai seperti sistem antrian lebih 
mengutamakan teman sejawat, saudara, atau faktor tertentu seperti ada uang 
pelicin. Cara pemberian pelayanan seperti ini turut menghambat kinerja 
pelayanan, sehingga target yang di capai dalam kinerja pelayanan kurang 
maksimal. 
Kinerja dapat dikatakan baik sesuai dengan yang diharapkan, apabila 





organisasi yang bersangkutan. Artinya kinerja Pemerintah Desa pada umumnya 
diukur dari kemampuan menegakkan peraturan perundang-undangan yang berlaku 
untuk memperoleh pelayanan yang baik atau prima. Maka dapat dirumuskan 
permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Bagaimana kinerja Pemerintah Desa Tegalsari Barat dalam 
memberikan pelayanan kepada masyarakat? 
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat sebuah kinerja 
Pemerintah Desa Tegalsari Barat? 
I.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian  
I.3.1. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah : 
a) Untuk mendeskripsikan kinerja Pemerintah Desa Tegalsari Barat 
Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang dalam memberikan 
pelayanan prima kepada masyarakat. 
b) Untuk mendeskripsikan Faktor-faktor apa saja yang menjadi 
penghambat dalam kinerja Pemerintah Desa Tegalsari Barat. 
I.3.2. Manfaat Penelitian 
Manfaat dari penelitian ini adalah :  
1) Manfaat Teoritis 
Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya 





2) Manfaat Praktis 
a) Bagi peneliti 
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 
teori dalam pembuatan karya ilmiah. 
b)  Bagi Pemerintah Desa 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan 
kepada pemeritahan desa guna meningkatkan kinerja sehingga 
tercipta pelayanan yang ditandai dengan adanya kepuasan 







Tinjauan pustaka merupakan uraian tentang teori-teori yang digunakan 
untu menjelaskan masalah penelitian sekaligus juga menjadi landasan teori dalam 
penelitian, agar dapat diketahui bagaimana hubungan dan dimana posisi 
pengetahuan yang telah ada, perlu adanya ulasan terhadap bahan-bahan pustaka 
yang relevan dengan topik masalah yang diangkat untuk memungkinkan pembaca 
meningkatkan cakrawalanya dari segi tujuan dan hasil penelitian. 
II.1     Kerangka Teori 
II.1.1 Penelitian Terdahulu  
Penelitian terdahulu merupakan suatu kajian tentang beberapa penelitian 
yang pernah dilakukan berkenaan dengan objek serta pokok permasalahan yang 
sekiranya memiliki hubungan yang sama erat dengan penelitian yang akan 
dilakukan. 
•  Kinerja Aparatur Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pelayanan Publik 
(Studi di Desa Sinsingon Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang 
Mongondow). 
 Teori yang dipakai pada peneliti ini yaitu mengambil dari (Prawirosentono 
dalam Widodo, 2001:206) mengemukaan bahwa “kinerja merupakan suatu hasil 
kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu 





rangka mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar 
hukum dan sesuai dengan moral dan etika”. 
 Serta teori dari (Lexie, 2005:168) “kinerja dimaknai dengan prestasi kerja 
dalam hal pelaksanaan tugas atau perintah, fungsinya, kewajiban untuk menepati 
janji serta proses tindakan yang diambil menurut kepuasan batin berdasarkan 
pikiran bebas pelaku pemerintahan yang bersangkutan dan kesiapan memikul 
segala resiko dan konsekuensi”. 
 Hasil yang didapatkan pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, (a) 
produktivitas aparatur pemerintah desa Sinsingon belum cukup baik dalam 
memberikan pelayanan kepada masyarakat, hal ini terlihat pada belum tercapainya 
secara optimal dari tiga aspek substansi sebagai indikator produktifitas antara lain 
sikap mental dan perilaku perangkat desa yang seringkali masih menerapkan 
standar nilai atau norma pelayanan secara sepihak, kemampuan aparat desa yang 
belum memadai, serta semangat kerja yang masih kurang baik. (b) kualitas 
layanan dari aparatur pemerintah desa Sinsingon dalam memberikan pelayanan, 
dilihat dari aspek kesederhanaan, kecakapan dan kehandalan petugas, keramahan, 
dan ekonomis sudah cukup baik, akan tetapi jika dilihat dari aspek kejelasan dari 
kepastian pelayanan belum cukup baik, hal ini dikarenakan belum ada kejelasan 
dan kepastian pelayanan mengenai waktu selesai dari proses pengurusan surat-
surat keterangan yang diurus oleh masyarakat. (c) akuntabilitas, kebijakan 
pemerintah desa dalam penerapan standar pelayanan dibidang administrasi 
kependudukan masih belum cukup baik, hal ini dapat dilihat dari aturan dan 





meliputi transparasi pelayanan yang masih kurang jelas, prinsip keadilan yang 
belum terealisasi ke seluruh masyarakat desa, jaminan penegakan hukum, hak 
asasi manusia, dan orentasi pelayanan yang perlu dikembangkan terhadap 
masyarakat. 
• Kinerja Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Desa 
Wuwuk Kec. Tararen Kab. Mina hasa Selatan (Studi tentang pelayanan surat 
keterangan tidak mampu) 
 Teori yang dipakai pada peneliti ini yaitu mengambil dari (Bernardin dan 
Russel) yang di kutip Ruky, 2002:15 memberikan pengertian kinerja adalah 
catatan tentang hasil-hasil yang diperoleh dari fungsi-fungsi pekerjaan tertentu 
atau kegiatan selama kurun waktu. 
 Serta teori dari (Payaman Simanjuntak (2005:1) yang mengemukakan 
kinerja adalah tingkat pencapaian hasil atas pelaksanaan tugas tertentu . 
 Hasil yang didapatkan pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, dalam 
melaksanakan kinerja, pihak pemerintah desa harus terlebih dahulu meliihat 
semua faktor kemungkinan yang ada, baik itu kesempatan, peluang maupun 
tantangan serta hambatan apa yang ada dalam era otonomi ini serta 
penyelenggaraan pemerintah haruslah pula menjawab serta memenuhi kehendak 
pelanggan yaitu masyarakat di desa yang memerlukan pelayanan secara optimal. 
• Kinerja Aparatur Pemerintahan Desa dalam Upaya Meningkatkan Mutu 
Pelayanan Publik di Desa Puhjarak Kecamatan Pemahan Kabupaten Kediri 





Teori yang dipakai pada peneliti ini yaitu mengambil dari Widodo (2001:121) 
mempunyai anggapan bahwa kinerja aparat pemerintah masih relatif rendah dan 
belum sepenuhnya bisa memenuhi harapan dan pilihan publik, ketika 
melaksanakan tugas pokok, fungsi, kewenangan, dan tanggung jawab, terutama 
dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan 
masyarakat. Melihat pentingnya peranan aparat pemerintah tersebut, secara tidak 
langsung lancar atau tidaknya pembangunan di dalam negeri ini ditentukan oleh 
bagaimana aparat pemerintah tersebut menjalankan tugas pokok, fungsi, dan 
tanggung jawabnya. 
Serta teori dari  (Ma’arif, 2005:4). Pada prinsipnya setiap pelayanan yang 
diberikan oleh instansi pemerintahan senantiasa harus selalu ditingkatkan 
kualitasnya sesuai dengan keinginan kliennya atau masyarakat yang ada di 
bawahnya, akan tetapi kenyataan tidak demikian.untuk memperbaiki mutu 
pelayanan publik salah satu caranya adalah membenahi apa yang menjadi keluhan 
dari masyarakat. Banyak dari individu-individu dalam organisasi pemerintah yang 
salah menafsirkan dimana keluhan dari masyarakat terhadap mutu pelayanan yang 
diberikan adalah suatu satu peluang untuk memperbaiki keadaan dari yang kurang 
sempurna menjadi sempurna. 
Hasil yang di dapatkan pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, 
secara umum Aparatur Pemerintah Desa merupakan alat penyelenggara 
pemerintahan di desa. Sebagai penyelenggara pemerintahan di desa maka aparatur 
pemerintah Desa memiliki tugas dan fungsi pokok dalam meningkatkan mutu 





meningkatkan mutu pelayanan publik di Desa puhjarak Pertama, menyediakan 
dan memberikan pelayanan publik untuk masyarakat dengan mencangkup empat 
prinsip (pelayanan prima) yaitu: cepat, tepat, akurat, dan berkualitas. (a) Cepat 
disini maksudnya, Pemerintah Desa harus memberikan pelayanan yang cepat 
karena dalam hal ini masyarakat tidak membutuhkan waktu tunggu yang lama; (b) 
Tepat maksudnya, ketepatan dalam berbagai aspek yaitu: aspek waktu, biaya 
prosedur, sasaran, kualitas maupun kuantitas serta kompetensi petugas; (c) Akurat 
maksudnya pelayanan tidak boleh salah, harus ada kepastian, kekuatan hukum, 
tidak meragukan keabsahannya; dan (d) Berkualitas maksudnya tidak seadanya, 
sesuai dengan keinginan pelanggan, memuaskan, berpihak, dan untuk kepentingan 
pelanggan atau masyarakat. Kedua, melengkapi fasilitas yang ada. Ketiga, 
kedisiplinan aparat dengan membuat daftar hadir. Keempat, menciptakan 
kedekatan dan kemudahan untuk berhubungan dengan masyarakat. Selain 
memiliki tugas pokok, seluruh Aparatur Pemerintah Desa juga memiliki fungsi 













II.1.2  Kinerja 
Pengertian kinerja menurut Taliziduhu Ndraha (1999:41) kinerja berasal 
dari kata kerja yang berarti kombinasi antara energi manusiawi dengan kekuatan 
mesin dan merupakan konsep yang bersifat abstrak dan sulit diukur.  
Sedangkan menurut Siagian (1995:223) kinerja adalah suatu keadaan 
dimana seorang pegaawai dapat melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan 
tuntutan organisasi. 
Pendapat ini diperjelas oleh Simamora (1995 : 37) yang mengatakan 
bahwa kinerja adalah tingkat sampai dimana karyawan mencapai persyaratan-
persyaratan pekerjaan. 
Istilah kinerja dalam bahasa inggris “performance”. Menurut The Scibner-
Bantam English Dictionary, terbitan Amerika Serikat dan Canada tahun 1979, 
performance berasal dari akar kata “to perform” yang mempunyai beberapa arti 
sebagai berikut : 
a. Melakukan, menjalankan, melaksanakan. 
b. Memenuhi atau menjalankan kewajiban suatu nazar. 
c. Menggambarkan suatu karakter dalam suatu permainan.  
d. Menggmbarkannya dengan suara atau alat musik. 
e. Melaksanakan atau menyempurnakan tangung jawab.  
f. Melakukan suatu kegiatan dalam suatu opermainan. 





Kinerja dapat dikatakan baik sesuai dengan yang diharapkan, apabila 
sesuai dengan standar atau ketentuan - ketentuan yang telah ditetapkan oleh 
organisasi yang bersangkutan. Artinya kinerja aparatur pemeritah pada umumnya 
diukur dari kemampuan menegakkan peraturan perundang - undangan yang 
berlaku. 
Menurut Henry Simamora (1995:82) kinerja yang baik mempunyai 
karkteristik sebagai berikut : 
1. Harus mampu diukur dengan cara yang dipercaya. 
2. Harus mampu membedakan individu - individu sesuai dengan kinerjanya. 
3. Harus dapat diterima oleh individu yang mengetahui kinerjanya dinilai. 
II.1.3  Konsep Kinerja 
Bernardin dan Russel dalam Ruky (2002:15) memberikan pengertian atau 
kinerja sebagai berikut: “ performance is defined as the record of outcomes 
produced on a specified job function or activity during time period”. Prestasi atau 
kinerja adalah catatan tentang hasil yang diperoleh dari fungsi-fungsi pekerjaan 
tertentu atau kegiatan selama kurun waktu. 
Menurut Gibson, dkk (2003:355), job performance adalah hasil dari 
pekerjalan yang terkait dengan tujuan organisasi, efisiensi dan kinerja keefektifan 
kinerja lainnya. 
Menurut Ilyas (1999:99), kinerja adalah penampilan hasil kerrja personil 





personil yang memangku jabatan fungsional maupun struktural tetapi juga kepada 
keseluruhan jajaran personil didalam organisasi. 
Pengukuran kinerja pegawai penting dilakukan oleh instansi pemerintahan 
baik itu instansi pemerintah pusat sampai ke daerah. Dengan mengetahui 
kelemahan dan kelebihan, hambatan dan dorongan, atau berbagai faktor sukses 
bagi kinerja pegawai serta institusi maka terbukalah jalan menuju profesionalisasi, 
yaitu memperbaiki kesalahan - kesalahan yang dilakukan selama ini. Terdapat 
berbagai teori mengenai indikator kinerja pegawai. Salah satunya indikator kinerja 
pegawai menurut Muhammad (2009:195) mengemukakan beberapa indikator 
yang digunakan untuk mengukur kinerja pegawai yaitu: 
a. Pemahaman atas tupoksi, dalam menjalankan tupoksi, bawahan harus 
terlebih dahulu paham tentang tugas pokok dan fungsi masing-masing 
serta mengajarkan tugas sesuai apa yang menjadi tanggungjawabnya. 
b. Inovasi, memiliki inovasi yang positif menyampaikan pada atasan serta 
mendikusikannya pada rekan kerja tentang pekerjaan. 
c. Keakuratan kerja, dalam memjalankan tugas kecepatan kerja harus 
diperhatikan dengan menggunakan mengikuti metode kerja yang ada. 
d. Kerjasama, kemampuan dalam bekerjasama dengan rekan kerja lainnya 
seperti bisa menerima dan menghargai pendapat orang lain. 
Menurut Dwiyanto dalam Pasalong (2006:50-51) indikator kinerja 
pegawai meliputi: 





a) Sikap pegawai, dimana dalam melaksanakan tugas pekerjaannya 
dapat dilihat melalui kesediaan para pegawai untuk bekerja secara 
efektif dan efisien. 
b) Kemanapun dimana aparatur memiliki skill dalam melaksanakan 
tanggungjawab pekerjaanya. 
c) Semangat kerja, yang dapat diartikan sebagai sikap mental para 
pegawai dalam melaksanakan tugas-tugasnya, dimana sikap 
mental ini ditunjukkan oleh adnya kegairahan dalam 
melaksanakan tugas. 
2. Kualitas layanan dilihat dari tingkat kesalahan, kerusakan, dan 
kecermatan dalam melaksankan tugas. 
3. Responsivitas adalah kemampun aparat untuk menggali kebutuhan 
masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan serta 
mengembangkan program-program pelayanan sesuai dengan 
kebutuhan masyarakat. 
4. Responsibilitas adalah pelaksanaan kegiatan yang harus dilakukan 
sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai 
dengan kebijakan organisasi. 
5. Akuntabilitas menunjukkan seberapa besar kebijakan dan kegiatan 
organisasi itu konsisten dengan kehendak masyarakat banyak.  
Pemaparan dari beberapa teori diatas dan membandingkan kondisi 
lapangan maka penelitian ini akan menggunakan teori dari Dwiyanto dalam 





Responsivitas, Responsibilitas dan Akuntabilitas. Hal ini dikarenakan unsur-unsur 
yang terkandung dalam indikator ini dianggap mampu menggambarkan kinerja 
aparat Desa Tegalsari Barat secara maksimal. 
II.1.4  Faktor – faktor yang menentukan kinerja 
Faktor-faktor itu meliputi karakeristik orang, input, output, konsekuensi, 
dan umpan balik. Karakteristik Pemerintah Desa adalah pengetahuan, 
keterampilan, kemampuan, motivasi, sikap, dan kepribadian aparat desa. Input 
mengacu pada instruksi yang memberitahu aparat desa tentang apa, bagamana, 
dan kapan pelaksanaan. Selain itu, dukungan yang diberikan kepada mereka untuk 
membantu mereka. Output merujuk kepada standar kinerja. Konsekuensi 
merupakan insentif yang mereka terima karena kinerja yang balik. Umpan balik 


























FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA DAN 
PEMBELAJARAN 
Karakteristik Orang 
• Kemampuan dan Keterampilan 
• Sikap dan Motivasi 
 
Input 
• Memahami kebutuhan untuk berprestasi 
• Sumber daya (peralatan, dsb) 
• Gangguan dari tuntutan kerja yang lain 
• Kesempatan berprestasi 
Output  
• Standar untuk menentukan keberhasilan kinerja 
Kinerja dan  
Pembelajaran 
Konsekuensi 
• Konsekuensi positif/Insentif berprestasi 
• Tidak banyak konsekuensi negatif untuk berprestasi 
 
Umpan Balik 
• Umpan balik yang sering dan spesifik tentang 
bagaimana pekerjaan itu dilakukan 
 
II.1.5  Pemerintah Desa  
Dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan Pemerintah Desa sebagai 
alat Pemerintah ialah suatu organisasi terendah Pemerintah yang berdasarkan asas 
dekonsentrasi ditempatkan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada 
Pemerintah wilayah Kecamatan yang bersangkutan. 
Pemerintah Desa tersusun didalam suatu organisasi. Organisasi itu 
harusnya sederhana dan efektif. Hal itu perlu diperhatikan, meningat kenyataan 
bahwa di Desa tidak ada lagi instansi sektoral atau instansi vertikal. Jumlah 
pemuka masyarakat juga amat terbatas jumlahnya. Sederhana antara lain berarti 





yang diseragamkan ialah struktur minimalnya. Struktur minimal itu haruslah 
mengandung atau terdiri atas ketiga unsur-unsur organisasi, yaitu :  
a. Unsur Kepala yaitu Kepala Desa. 
b. Unsur pembantu Kepala atau Staf. 
c. Unsur pelaksana (teknis) fungsional dan teritorial. 
Oleh sebab itu pemerintah desa diharapkan memiliki kinerja yang 
maksimal demi tercapainya suatu pemerintahan yang baik. Baik buruknya 
penyelenggaraan pemerintahan akan sangat tergantung pada kinerja dari aparat 
desa sebagai unsur penyelenggara. Penyelenggaraan pemerintahan desa akan 
tersusun dan semakin terarah lebih baik bahkan lebih maju apabila kinerja aparat 
desa dalam memberikan pelayanan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan desa 
yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari 
kolusi, korupsi, dan nepotisme. 
Pemerintah Desa dibawah Kepala Desa memiliki tugas yaitu : 
a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan 
dan kemasyarakatan secara efisien dan akuntabel, 








Dengan demikian pemerintah desa menjalankan fungsi administrasi 
pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan masyarakat, 
penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, pemeliharaan prasarana dan 
fasilitas. Namun demikian yang terjadi ditingkat pemerintah terendah yaitu desa 
justru banyak terjadi kejadian-kejadian yang menyangkut rendahnya pelayanan 
pemerintahan kepada masyarakat baik secara kualitas maupun kuantitas. 
Untuk mewujudkan kinerja optimal Pemerintah Desa dalam 
penyelenggaran pelayanan publik unuk mewujudkan pelayanan prima maka harus 
didukung dengan adanya sumberdaya manusia aparatur yang memadai baik secara 
kuantitas maupun kualitas, serta tersedianya sarana dan prasarana serta fasilitas 
yang memadai. Oleh karena itu, memperkuat Desa secara total merupakan suatu 
keharusan yang tidak dapat ditunda dan dihindari dalam upaya untuk 
mempercepat terwujudnya kemandirian desa dan kesejahteraan masyarakat 
sebagai kerangka tujuan otonomi daerah secara mendasar pada masing-masing 
daerah. 
1. Urusan Pemerintahan Desa 
Yang dimaksud dengan urusan Pemerintah Desa ialah urusan-urusan yang 
menjadi tanggung jawab atau tugas Pemerintah Desa. Secara umum (jadi untuk 
seluruh Desa) ada dua jenis urusan :  
a. Urusan dekonsentratif 
ialah urusan-urusan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah 





mengawasi, dan yang bertanggung jawab secara keseluruhan. 
Pelaksanaan operasionalnya di tugaskan kepada Pemerintah Desa 
sebagai aparat Pemerintah Desa Nasional di Desa yang bersangkutan. 
Untuk urusan ini, Pemerintah Desa mendapat, atau perlu mendapat, 
biaya, sarana, peralatan, bahan, pedoman, dan fasilitas operasional dari 
Pemerintah yang lebih atas itu. Tentu saja jalur urusan dekonsentratif 
ini ialah Pusat, Provinsi, Kabupaten atau Kota Madya, Kecamatan dan 
Desa. Dalam hal urusan dekonsetratif, masyarakat, Desa, relatif tidak 
memiliki peranan desisif, kendatipun relatif responsibel atas tugas-
tugas yang dibebankan kepadanya.  
b. Urusan Partisipatif 
ialah urusan-urusan yang ditetapkan oleh Pemerintah, tetapi 
pelaksanaannya diserahkan kepada masyarakat Desa yang besangkutan 
sebagai saran pendidikan pembangunan. Didalam melaksanakan 
urusan-urusan itu, masyarakat Desa memegang peranan desisif dan 
responsibel. Tanpa peranan itu, urusan yang berkenaan tidak dapat 
berfungsi sebagai sarana pendidikan pembangunan. Dalam 
melaksanakan urusan-urusan partisipatif ini, Pemerintah atasan 
memberikan pembinaan dalam berbagai bentuk dan cara, misalnya 
bantuan uang, rencana, perlombaan Desa, peraturan, sarana 







2. Konsep Kinerja Pemerintah Desa 
Berbicara tentang kinerja berarti menilai hasil kerja yang dicapai oleh 
orang, kelompok atau unit kerja. Sesuai dengan Undang-undang nomor 6 tahun 
2014 pada pasal 26 bahwa kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan 
desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan 
pemberdayaan masyarakat desa.  Karena itu kepala desa bertanggung jawab 
kepada lembaga pemerintahan desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan pada 
lembaga pemerintahan tingkat di atasnya. Adapun pengukuran kinerja pemerintah 
desa yaitu penilaian pelaksanaan pekerjaan merupakan suatu proses penilaian 
individu mengenai kemajuan penilaian individu mengenai pelaksanaan pekerjaan 
di tempat kerja untuk mempermudah kemajuan secara sistematis. Pengukuran 
kinerja juga digunakan untuk menilai pencapaian tujuan dan sasaran (goals and 
objective). Di dalam konsep kinerja pemerintah desa adapun aspek-aspek kinerja 
diantaranya proses kerja dan kondisi pekerjaan, waktu yang dipergunakan atau 
lamanya melaksanakan pekerjaan, jumlah kesalahan dalam melaksanakan 
pekerjaan, dan jumlah dan jenis pemberian pelayanan dalam bekerja. 
II.1.6  Pelayanan  
Pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang 
lain secara langsung. Menurut Kotler (1994), pelayanan adalah aktivitas atau hasil 
yang dapat ditawarkan oleh sebuah lembaga kepada pihak lain yang biasanya 
tidak kasat mata, dan hasilnya tidak dapat dimiliki oleh pihak lain tersebut. Hadi 





tugas pokok (job description) yang diberikan kepada konsumen pelanggan, 
nasabah, dan sebagainya serta penghargaan maupun penghormatan. 
1. Konsep Dasar Pelayanan  
berikut adalah konsep dasar dari Pelayanan Prima atau prinsip-prinsip Pelayanan 
Prima, yaitu : 
• Attitude (Sikap)  
Setiap pegawai atau perangkat suatu instansi pemerintahan terutama di 
desa seharusnya memiliki sikap yang ramah penuh simpatik dan 
menjunjung tinggi profesionalisme pekerjaannya serta memiliki rasa yang 
tinggi terhadap instansi. Itulah prinsip pelayanan prima yang pertama, 
memiliki, menjaga dan meningkatkan sikap yang ramah, simpatik dan 
profesional. 
• Ability (Kemampuan) 
Di sini pegawai atau perangkat harus memiliki kemampuan dasar untuk 
mampu melakukan program pelayanan prima seperti : bagaimana, 
melakukan komunikasi yang efektif, memiliki pengetahuan di bidang kerja 
saat ini dengan baik, memahami hal apa saja yang boleh di infokan keluar 
dan hal apa saja yang tidak boleh, memahami SOP dasar untuk menangani 
keluhan masyarakat, meiliki kemampuan untuk memotivasi dirinya agar 
senantiasa meberikan pelayanan prima, dengan tidak mencampur adukan 






• Attention (Perhatian) 
Attention atau atensi atau perhatian adalah prinsip pelayanan prima 
berikutnya yang wajib dimiliki semua pegawai, terutama mereka yang 
bersentuhan langsung dengan masyarakat. 
• Action (Tindakan) 
Hal yang perlu dilakukan di tahap action ini adalah, melakukan tindakan 
nyata untuk memastikan apa yang menjadi kebutuhan / keinginan 
masyarakat. 
• Accountability (Tanggung Jawab) 
Konsep pelayanan prima berikutnya adalah accountability atau tanggung 
jawab, yaitu sikap keberpihakan kita kepada masyarakat sebagai bentuk 
rasa emphaty dan kepedulian kita. 
• Appearance (Penampilan) 
Penampilan pegawai baik secara phisik maupun non phisik merefleksikan 
kredibilitas instansi maka dari itu penting untuk selalu menjaga 
penampilan. 
2. Kualitas Pelayanan  
Berbicara tentang pelayanan selalu berkaitan dengan dua sisi, yaitu yang 
memberi pelayanan (provider) dan yang menerima pelayanan (masyarakat). 
Pelayanan (service) oleh banyak ahli tentang kualitas pelayanan didefinikan 
sebagai suatu perbuatan (deed), suatu kinerja (performance) atau suatu usaha 





Gaster (1995:64) memetakan inisiatif kualitas untuk memberikan 
pelayanan. Ia menyatakan inisiatif untuk kualitass pelayanan adalah aktivitas.-
aktivitas yang didesain untuk meningkatkan pelayanan dalam beberapa cara, 
secara eksplisit ke dalam kualitas yang utama atau tidak, datang dari berbagai 
kondisi dan bentuk, kadang-kadang meliputi sebuah strategi kadang sebagai hasil 
individual atau antusia dan nilai dari organisasi/kantor. 
3. Pemberi Layanan (Provider/Instansi Pemerintah) 
Zaitamhl, Parasuraman dan Berry (1990 : 45-46) dengan teori servqualnya 
menggambarkan model kualitas pelayanan dari dua sisi, yaitu jalinan hubungan 
dan keseimbangan antara provider dan customer. Kedua dimensi (provider dan 
customer) tersebut dapat saja menjadi kesenjangan atau gap antara harapan-
harapan dan kenyataan-kenyataan yang dirasakan konsumen dengan persepsi 
manajemen terhadap harapan-harapan konsumen tersebut. 
Zaitamhl, Parasuraman dan Berry (1990:5) menyebutkan ada empaat 
karakteristik penting kepemimpinan dalam pelayanan. Keempaat karakteristik 
penting tersebut adalah: 
a. Service vision  
Dikatannya pemimpin-pemimpin dalam pelayanan melihat kualitas 
pelayanan sebagai kunci sukses. Mereka melihat pelayanan sebagai 
bagian integral dari organisasi ke masa depan, yang secara fundamental 
percaya bahwa pelayanan unggul adalah sebuah strategi kemenangan, 





b. Haigh Standards 
Pemimpin pelayanan yang sejati adalah yang bercita-cita memiliki 
pelayanan yang akan dikenang orang karena memiliki perbedaan atau 
keistimewaan dari organisasi pelayanan lainnya. 
c. In-the field leadership style  
Pemimpin - pemimpin dalam pelayanan memimpin bukan dari 
belakang meja, tapi tampil dilapangan. Mereka punya visi untuk 
melatih, mengoreksi, membujuk, menasehati, mengamati, menanyakan, 
dan mendengar pegawainya. Mereka melakukan komunikasi dua arah 
untuk mengetahui kondisi lapangan. 
d. Integrity 
Suatu karakteristik yang sangat esensial dari pemimpin adalah integritas 
pribadi. Pemimpin besar melakukan hal yang benar, menempatkan 
keadilan sebagai hal yang utama, konsisten dan penuh kepercayaan. 
Sebagai hasil mereka mendapat kepercayaan dari publik. 
Istilah “kepemimpinan yang bersifat melayani” identik dengan istilah 
“kepemimpinan pelayanan” (pemimpin pelayanan/servant leader). Istilah tersebut 
dikemukaan olehb Robert Greenleaf (2002, dalam Rewansyah, 2011:158) 
Greanleaf mengemukakan kepemimpinan pelayan adalah model kepemimpinan 
yang memprioritaskan pelayanan kepada pihak lain, baik kepada pegawai 






4. Pegawai/Perangkat Yang melayanani 
Apabila merujuk UU No.25 tentang pelayanan publik, pasal 34 
mengemukakan tentang perilaku pelaksanaan publik, pasal 34 tersebut pelaksana 
dalam menyelenggarakan pelayanan publik harus berperilaku sebagai berikut : 
a. Adil dan tidak diskriminatif 
b. Cermat 
c. Santun dan ramah 
d. Tegas, handal, dan tidak memberikan putusan yang berlarut – larut 
e. Profesional 
f. Tidak mempersulit 
g. patuh pada perintah atasan yang sah dan wajar 
h. Menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas institusi 
i. Tidak membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan 
sesuai dengan peraturan perundang – undangan 
j. Terbuka dan mengambil langkah yang tepat untuk menghindari 
benturan kepentingan  
k. Tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan 
publik 
l. Tidak memberikan informasi yang salah atau menyesatkan dalam 
menanggapi permintaan informasi serta proaktif dalam memenuhi 
kepentingan masyarakat 






n. Sesuai dengan kepantasan, dan 
o. Tidak menyimpang dari prosedur. 
II.1.2 Definisi Konsep 
Konsep merupakan abstraksi yang terbentuk oleh generalisasi. Konsep 
adalah istilah atau defenisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak 
mengenai kejadian, keadaan, kelompok, atau individu yang menjadi perhatian 
ilmu sosial (Singarimbun dalam Nasution, 2001:15).  
Suatu konsep ada kalanya mempunyai pengertian yang berbeda dan 
mempunyai variabel yang berbeda pula terutama dalam ilmu sosial. Hal ini 
disebabkan penggunaan suatu konsep dikaitkan dengan hal atau situasi yang 
berbeda. Agar tidak menimbulkan kekaburan pengertian, kiranya perlu ditegaskan 
batasan mengenai konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian. Adapun 
definisi konsep yang diajukan adalah : 
a. Kinerja adalah kemampuan pegawai untuk melakukan pekerjaan 
mungkin ditingkatkan dengan menekankan pada kelebihannya dan 
pemahaman terhadaap perubahan - perubahan apa yang dibutuhkan. 
b. Pemerintah Desa adalah satuan organisasi terendah pemerintah (RI) yang 
berdasarkan asas dekonsentrasi ditempatkan di bawah dan 






c. Pelayanan adalah sebuah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktifitas 
orang lain yang menyangkut segala masalah yang ditunjukan orang lain 
untuk menyelesaikan masalah.  
II.1.3 Pokok – Pokok Penelitian 
Pokok - pokok penelitian adalah tahapan dimana kita berusaha 
menjabarkan konsep atau variabel penelitian dalam rincian yang terukur. Definisi 
operasional atau pokok - pokok penelitian berfungsi untuk menjelaskan ukuran 
atau indikator - indikator penelitian agar data yang diperoleh lebih konkret. 
Indikator - indikator kinerja perangkat desa meliputi: 
1.) Produktivitas kerja yang memiliki ukuran diantaranya: 
a. Sikap perangkat, dimana dalam melaksanakan tugas 
pekerjaanya dapat dilihat melalui kesediaan para perangkat 
untuk bekerja secara efektif dan efisien. 
b. Kemampuan dimana perangkat memiliki skill dalam 
melakukan tanggungjawab pekerjaanya. 
c. Semangat kerja, yang dapat diartikan sebagai sikap mental 
para perangkat dalam melaksanakan tugas-tugasnya, 
dimana sikap mental ini ditunjukkan oleh adnya kegairahan 
dalam melaksanakan tugas. 
2.) Kualitas layanan dilihat dari tingkat kesalahan, kerusakan, dan 





3.) Responsivitas adalah kemampun perangkat untuk menggali kebutuhan 
masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan serta 
mengembangkan program-program pelayanan sesuai dengan 
kebutuhan masyarakat. 
4.) Responsibilitas adalah pelaksanaan kegiatan yang harus dilakukan 
sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai 
dengan kebijakan organisasi. 
5.) Akuntabilitas menunjukkan seberapa besar kebijakan dan kegiatan 






















































Gambar 1. Skema kerangka pikir 






Indikator kinerja pemerintah desa 
untuk melayani masyarakat : 
• Pemahaman atas tupoksi 
• Inovasi yang positif 
• Keakuratan kerja dalam 
menjalankan tugas, kecepatan 
harus diperhatikan dengan 
menggunakan mengikuti metode 
kerja yang ada 
• Kerjasama, kemampuan dalam 
bekejasama dengan rekan kerja 
lainnya seperti bisa menerima 





Pemerintah Desa dalam 
Pelayanan 
 








 Metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam 
mengumpulkan data penelitiannya (Suharsimi, 2006:150). Sedangkan menurut 
Sugiyono (2009:3) disebutkan bahwa secara umum metodologi penelitian 
diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan 
kegunaan tertentu. Kegiatan penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh 
sebuah hasil yang dapat diandalkan dalam menguji suatu kebenaran data. 
 Surakhmad (2008:131) mengungkapkan bahwa metode merupakan cara 
utama yang dipergunakan untuk mencapai suatu tujuan, cara utama tersebut 
disesuaikan dengan situasi penelitian. Penentuan metode penelitian ini sangat 
vital, karena menyangkut pemecah masalah yang berdampk pada pengambilan 
kesimpulan. Dengan menentukan metode penelitian yang tepat, maka 
permasalahan yang diajukkan dalam penelitian dan terpecahkan, kesimpulan yang 
diambil tepat dan akurat.  
Metode di sini menjelaskan tentang metode apa yang digunakan dalam 
penelitian. Metode penelitian dapat berbentuk metode penelitian survei, ex post 
facto, eksperimen, naturalistik, policy research (penelitian policy), action research 
(penelitian tindakan), evaluasi, dan sejarah. Berikut ini diterangkan secara singkat 
tentang beberapa metode penelitian : 
Kerlinger (1996:49) mengatakan bahwa “penelitian survei adalah 





dipeljari adalah data dari sampel yang diambil dari  populasi tersebut, sehingga 
ditemukan kejadian-kejadian relatif, distribusi, dan hubungan antar variabel 
sosiologis maupun psikologis”. Sugiyono (1999:7) mengemukakan bahwa 
“penelitian ex post facto adalah suatu penelitian yang dilakukan untuk meneliti 
peristiwa yang telah terjadi dan kemudian melihat ke belakang untuk mengetahui 
faktor-faktor yang dapat menimbulkan kejadian tersebut”. Tuckman (1982:128) 
penelitian dengan pendekatan eksperimen adalah suatu penelitian yang berusaha 
mencari pengaruh variabel tertentu terhadap variabel yang lain dalm kondisi yang 
terkontrol secara ketat.  
III.1 Jenis dan Tipe Penelitian  
Menurut Singarimbun (1991:23), penelitian pada umumnuya dapat 
digolongkan ke dalam 3 (tiga) type yaitu: 
a. Penelitian Penjajakan 
Penelitian ini bersifat terbuka, masih mencari-cari data belum 
mempunyai hipotesis. Pengetahuan penelitian tentang gejala yang akan diteliti 
masih kurang atau sedikit sekali. Penelitian yang dilakukan sebagai langkah 
penelitian pertama untuk penelitian yang mendalam, baik penjelasan maupun 
deskriptif. 
b. Penelitian Penjelasan (Eksplanator)  
Penelitian penjelasan meyoroti hubungan antara Variabel-variabel 
penelitian dan menguji hipotesa yang telah dirumuskan sebelumya.Oleh karena 





research.Walaupun uraiannya juga mengandung deskripsi, tetapi sebagai 
penelitian rasional fokusnya terletak pada penjelasan hubugan variabel. 
c. Penelitian Deskriptif  
Penelitian ini mempunyai tujuan yang pertama untuk mengetahui 
perkembangan sarana fisik tertentu, yang kedua adalah mendiskripsikan secara 
terperinci fenomena sosial tertentu 
Dari ketiga type penelitian di atas, maka penulis dalam menyusun 
penelitian ini menggunakan type yang  ketiga yaitu penelitian deskriptif  yaitu 
mendiskripsikan Kinerja Pemerintahan Desa dalam Memberikan Pelayanan 
Prima di Desa Tegalsari Barat Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang. 
III.2. Jenis dan Sumber Data 
 Dalam penelitian ini, menggunakan instrumen penelitian yang 
berhubungan dengan masalah yang akan diteliti sebagai berikut: 
a. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, 
melalui wawancara langsung dengan responden dan pihak-pihak yang terkait 
dengan masalah yang diteliti di Desa Tegalsari Barat 
b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung. Data ini 
diperoleh melalui monografi, laporan-laporan, dokumen-dokumen, brosur-
brosur dan data-data lain yang telah dipublikasikan baik dalam surat kabar 
maupun media massa yang lain. Metode pengumpulan data ialah teknik atau 





Metode (cara atau teknik) menunjuk suatu kata yang abstrak dan tidak 
diwujudkan dalam benda, tetapi hanya dapat dilihatkan penggunaannya 
melaului angket, wawancara, pengamatan, ujian (tes), dokumentasi dan 
lainnya.  
III.3 Informan Penelitian 
 Informan yaitu sejumlah narasumber dan orang yang dimintai keteranan 
berkaitan dengan data yang tidak diperoleh secara tidak langsung dari sumber 
utama. Persyaratan yabg diperlukan dalam memilih dan menentukan seorang 
informan adalah mereka harus jujur, taat pada janji, dan patuh pada perturan. 
 Pemanfaatan informan bagi peneliti adalah agar dalam waktu yang relatif 
singkat banyak informasi yang terjangkau, jadi sebagai internal sampling, karena 
informan dimanfaatkan untuk berbicara, bertukar pikiran, atau membandingkan 
suatu kejadian yang ditemukan dari subyek lainnya. (Bogdan dan Biklen 1981:65) 
 Penelitian ini, menggunakan beberapa sumber informasi pemilihan 
informan yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Dalam penelitian 
ini bertindak sebagai narasumber berjumlah 15 orang dengan rincian sebagai 
berikut: 
1. Kepala Desa Tegalsari Barat; 
2. Kasi Pelayanan Desa Tegalsari Barat; 
3. Sekretaris Desa Tegalsari Barat; 
4. Kasi Pemerintahan Desa Tegalsari Barat; 





III.4 Teknik Pengumpulan Data 
 Teknik pengumpulan data yang diperlukan di sini adalah teknik 
pengumpulan data mana yang paling tepat, sehingga benar-benar didapat data 
yang valid dan reliabel. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam 
penelitian kualitatif seperti, (observsi, wawancara, metode kepustakaan, dan 
dokumentasi) Selain itu konsekuensi dari mencantumkan keempat teknik 
pengumpulan data itu adalah: setiap teknik pengumpulan data yang lengkap dan 
objektif penggunaan berbagai teknik sangat diperlukan. 
Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai 
sumber, dan berbagai cara. Dilihat dari settingannya, data dapat dikumpulkan 
pada setting alamiah (natural setting) pada laboratorium dengan metode 
eksperimen, di rumah dengan berbagai responden, pada suatu seminar, diskusi, di 
jalan dan lain-lain.Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat 
menggunakan sumber primer, dan sumber sekunder, selanjutnya bila dilihat dari 
segi cara atau teknik pengumpulan data maka teknik pengumpulan data dapat di 
lakukan dengan : 
a. Wawancara 
Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk 
memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Wawancara ini digunakan bila 
ingin mengetahui hal-hal dari responden secara lebih mendalam serta jumlah 
responden sedikit. Ada beberapa faktor yang akan mempengaruhi arus informasi 
dalam wawancara, yaitu: pewawancara, responden, pedoman wawancara, dan 





Menurut Sutrisno Hadi (2009:193) bahwa ”interview atau wawancara 
adalah dapat dipandang sebagai metode pengumpulan data dengan jalan tanya 
jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematik dan berlandaskan kepada tujuan 
penyelidikan”. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan untuk menggali 
informasi tentang Kinerja Pemerintah Desa dalam Mewujudkan Pelayanan Prima 
di Desa Tegalsari Barat Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang. 
b. Observasi  
Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke objek 
penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. Apabila objek 
penelitian bersifat perilaku dan tidakan manusia, fenomena alam (kejadian-
kejadian yang ada di alam sekitar), proses kerja dan penggunaan responden kecil. 
Sebagai metode ilmiah observasi biasa diartikan sebagai pengamatan dan 
pencatatan fenomena-fenomena yang diselidiki (Suharsimi Arikunto, 2006:144). 
Metode ini digunakan untuk mengamati dan mencatat letak geografis, kondisi 
masyarakat, dll. Dalam penelitian ini observasi dilakukan untuk meneliti secara 
langsung di lapangan tentang Kinerja Pemerintah Desa dalam Memberikan 
Pelayanan Prima di Desa Tegalsari Barat Kecamatan Ampelgading Kabupaten 
Pemalang. 
c. Metode Kepustakaan (Library Reseach) 
Adalah mengumpulkan data dengan membaca buku-buku yang relevan 
untuk membantu di dalam menyelesaikan dan juga untuk melengkapi data yang 





d. Dokumentasi  
Metode dokumentasi dapat mendukung data-data dalam penelitian agar 
lebih valid. Dokumentasi tersebut bisa begitu berharga sehingga peneliti bahkan 
bisa mengambil foto-foto pada situs studi kasus. Foto-foto ini akan membantu 
memuat karakteristik-karakteristik kasus penting bagi para pengamat luar. 
Dokumentasi dalam penelitian ini berupa data-data di kantor kepala desa dalam 
kinerja pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. 
Menurut Margono (2004:181) mendefinisikan dokumentasi yaitu “cara 
mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis seperti arsip-arsip dan termasuk 
juga buku-buku tentang pendapat, teori dan hukum-hukum, dan lain-lain yang 
berhubungan dengan masalah penelitian”.Metode pengumpulan data berupa 
dokumentasi berfungsi untuk menghimpun secara selektif bahan-bahan yang 
digunakan dalam kerangka teori. 
III.5 Teknik dan Analisis Data  
Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah model 
analisis interaksi dimana komponen reduksi data dan sajian data dilakukan 
bersamaan dengan proses pengumpulan data. Setelah data terkumpul, maka tiga 
komponen analisis (reduksi data, sajian data,  penarikan kesimpulan) berinteraksi. 
Tahapan yang dilakukan oleh peneliti di lapangan yaitu. 
a) Reduksi data 
1) Data yang telah terkumpul dipilih dan dikelompokkan berdasarkan 






2) Data itu kemudian diorganisasikan untuk mendapat simpulan data 
sebagai bahan penyajian data. 
b) Penyajian data, setelah data diorganisasikan, selanjutnya data disajikan 
dalam uraian-uraian naratif dan dianalisis dengan analisis prosentase. 
c) Penarikan kesimpulan/verifikasi, setelah data disajikan maka dilakukan 
penarikan kesimpulan dan verifikasi. Skema analisis data menurut Miles 
and Huberman dikutip Mungin, Burhan (2003:56) sebagai berikut: 
Skema 1. Proses Analisa Data 
 
Pengumpulan Data        Penyajian Data 
 
    
   Reduksi data          
       
     
Pengumpulan data, reduksi, dan penyajian data serta penarikan kesimpulan 
atau verifikasi satu sama lainnya berinteraksi dari ketiga komponen yang ada. 
Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif jadi 
analisis yang digunakan deskriptif prosentase. Adapun fokus penelitian mengenai 
Kinerja Pemerintahan Desa dalam Mewujudkan Pelayanan Prima di Desa 








III.6 Sistematika Penulisan 
Sistematika berfungsi untuk mempermudah orang lain dapat membaca 
atau mempelajari pembahasan untuk suatu pemaparan, adapun sistematika dalam 
penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut : 
BAB I PENDAHULUAN  
I.1 Latar Belakang 
I.2 Rumusan Masalah 
I.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian  
BAB II TINJAUAN PUSTAKA  
II.1 Kerangka Teori 
II.2 Definisi Konsep 
II.3 Pokok-pokok Penelitian 
II.4 Alur Pikir 
BAB III  METODE PENELITIAN 
III.1 Jenis dan Tipe Penelitian 
III.2 Jenis dan Sumber Data 
III.3 Informan Penelitian 





III.5 Teknik dan Analisis Data 
III.6 Sistematika Penulisan 
BAB IV DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN 
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
BAB VI PENUTUP 
VI.1 Kesimpulan 
VI.2 Saran 


















DESKRIPSI DAERAH PENELITIAN 
Untuk mengetahui lebih jauh mengenai daerah penelitian, penulis 
kemudian memberikan gambaran umum lokasi pennelitian, dimana sangat 
memberikan andil dalam pelaksanaan penelitian terutama pada saat pengambilan 
data, dalam hal ini untuk menentukan teknik pengambilan data yang digunakan 
terhadap suatu masalah yang diteliti. Disisi lain pentingnya mengetahui daerah 
penelitian, agar dalam pengambilan data dapat memudahkan pelaksanaan 
penelitian dengan mengetahui situasi baik dari segi kondisi wilayah, jarak tempuh 
dan karakteristik masyarakat sebagai objek penelitian. 
IV.1 Letak Geografis  
 IV.1.1 Keadaan Geografis Desa Tegalsari Barat 
Secara umum Desa Tegalsari Barat adalah Desa pemekaran dari Desa 
Tegalsari  yang pada awal tahun 2000an dimekarkan menjadi dua Desa yaitu Desa 
Tegalsari Timur (Desa induk pemekaran) dan Tegalsari Barat (Desa pemekaran 
baru). Desa Sumurmunding, Tegalsari dan Mangunsari. Yang mempunyai luas 
dan batas wilayah 554.884 ha. Sebagai desa pemekaran yang relatif baru Tegalsari 
Barat memiliki sarana dan prasarana serta infrastruktur yang sangat jauh dari 
memadahi.  
Sehingga memerlukan penanganan yang serius, karena kalau kita lihat 





kondisinya sangat memprihatinkan padahal jalan-jalan tersebut menjadi jalur 
ekonomi dan jalur pendidikan. 
IV.1.2 Luas Wilayah Desa Tegalsari Barat 
Tipologi Desa   : Persawahan 
Tingkat Perkembangan Desa : Swakarya 
Luas Wilayah   : 554.884 Ha 
Jumlah Tanah Bersertifikat : 811 Buah – Ha 
Luas Tanah Kas Desa  : 32,4 Ha  :  
Batas Wilayah Desa Tegalsari Barat 
Sebelah utara  : Desa Kendalsari 
Sebelah selatan : Desa Sokawati 
Sebelah barat  : Desa Pener 
Sebelah timur  : Desa Tegalsari Timur 
IV.2 Keadaan Demografi Kependudukan Desa Tegalsari Barat 
 Jumlah penduduk Desa Tegalsari Barat pada bulan Juni tahun 2014 
tercatat 6.206 jiwa, terdiri dari 3.104 penduduk laki-laki dan 3.102 jiwa penduduk 
perempuan. Pada tahun 2016  kepadatan penduduk tercatat 6.389 jiwa, terdiri dari 
3.289 penduduk laki-laki dan 3.100 penduduk perempuan. Pada tahun 2018 





3.136 penduduk perempuan. Hal itu menunjukan angka kenaikan yang cukup 
signifikan. Berikut ini data jumlah penduduk di Desa Tegalsari Barat : 
Tabel IV.01 




























Sumber : Sensus Penduduk Desa Tegalsari Barat Tahun 2018 
Dilihat dari tabel diatas menunjukan bahwa tingkat kepadatan penduduk 
dari tahun 2014 sampai 2018 terjadi peningkatan, dan dari tahun ke tahun jumlah 
penduduk laki-laki mayoritas lebih banyak ketimbang jumlah penduduk 
perempuan.  
Kemudian dari data sensus penduduk desa Tegalsari Barat jumlah 
kepadatan penduduk Warga Negara Indonesia di desa Tegalsari Barat tahun 2018 
yaitu dari penduduk laki-laki berjumlah 3.304 dan penduduk perempuan 
berjumlah 3.136 dengan jumlah keseluruhan yaitu 6440 jiwa. Hal ini menunjukan 
bahwa penduduk desa Tegalsari Barat mayoritas warga keturunan Indonesia, tidak 








Jumlah Kepadatan Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Di 
Desa Tegalsari Barat Tahun 2018 







































































Jumlah 3.304 3.136 6.440 100% 
Sumber : Sensus Penduduk Desa Tegalsari Barat 2018 
Dilihat dari tabel diatas menunjukan bahwa tingkat kepadatan penduduk 
masih mempunyai jumlah usia produktif yang cukup banyak, adalah pada 
kelompok umur 10-14 tahun yaitu dengan jumlah laki-laki 430 jiwa dan 





kelompok umur 5-9 tahun yaitu dengan jumlah laki-laki 406 jiwa dan perempuan 
388 jiwa. Yang paling sedikit pada usia produktif pada kelompok umur 65 tahun 
keatas yaitu 74 jiwa saja, dari jumlah keseluruhan yaitu 6440 jiwa dari umur 0-65 
tahun keatas. 
IV.3.1  Visi dan Misi Desa Tegalsari Barat 
1. Visi  
Visi Desa Tegalsari Barat adalah “Memberikan pelayanan kepada 
masyarakat yang efektif, efisien dan prima sehingga terwujudnya pemerintahan 
yang baik”. 
2. Misi  
Selain penyusunan visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat 
sesuatu persyaratan yang harus dilaksanakan oleh desa agar tercapainya visi desa 
tersebut. Pernyataan visi kemudian dijabarkaan ke dalam misi agar dapat di 
operasionalkan/dikerjakan, sebagaimana penyusunan visi, misipun dalam 
penyunsunannya menggunakan pendekatan partisipatif dan pertimbangan potensi 
dan kebutuhan Desa Tegalsari Barat, sebagaimana proses yang dilakukan maka 
misi Desa Tegalsari Barat adalah: 
1. Meningkatkan sarana dan prasarana pertanian dan jalan. 
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia. 







IV.4 Keadaan Perekonomian Desa Tegalsari Barat 
 Perekonomian di Desa Tegalsari Barat didominasi oleh sektor pertanian. 
Hal ini dikarenakan sumber daya sektor pertanian masih sangat besar. Produksi 
padi, sebagai bahan makanan pokok di tahun 2018 hasil panen meningkat pesat 
dan pada tahun 2017 hasil panen padi mengalami penurunan sangat drastis 
dikarenakan gagal panen yang disebabkan terserang hama. Untuk mengantisipasi 
perekonomian yang menurun warga pun memutar otak agar perekonomian 
kembali stabil yaitu dengan cara membuat batu bata untuk menggantikan hasil 
panen yang gagal. Di Desa Tegalsari Barat selain masyarakatnya bekerja di sektor 
pertanian pada umumnya, juga mata pencaharian selain di sektor pertanian adalah 
sebagai berikut : 
Tabel IV.03 
Data Profesi Masyarakat Di Desa Tegalsari Barat Tahun 2018 
Profesi Jumlah 

















Dari rumusan di atas menunjukan bahwa mata pencaharian penduduk di 
Desa Tegalsari Barat pada tahun 2018 jumlah penduduk yang bekerja sebagai 
petani menempati posisi paling banyak yaitu 3110 orang, hal ini dikarenakan 
wilayah di Desa Tegalsari Barat mempunyai lahan terluas yaitu pada lahan 
persawahan. Jadi bisa di simpulkan bahwa sumber daya di sektor pertanian 
terlihat masih sangat besar. 
IV.5 Keadaan Sosial di Desa Tegalsari Barat  
 IV.5.1 Pendidikan 
 Pendidikan merupakan aset penting bagi kemajuan sebuah bangsa, oleh 
karena itu setiap warga negara harus dan wajib mengikuti jenjang pendidikan, 
baik jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah maupun tinggi. Pendidikan 
memegang peranan penting dalam menentukan kualitas warga negara.  
 Perkembangan jumlah sekolah di Desa Tegalsari Barat 8 unit yaitu 
Playgrup 2 unit, kemudian tingkatan Taman Kanak-kanak 2 unit, Sekolah Dasar 














Data Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Desa 




































































Sumber : Laporan Monografi  Desa Tegalsari Barat Tahun 2018 
 Dilihat dari tabel diatas menunjukan bahwa tingkat pendidikan di desa 
Tegalsari Barat masih banyak yang lulusan SD yaitu laki-laki 690 dan perempuan 
678 dengan jumlah 1.368 jiwa dengan presentase 32% serta lulusan 
SLTP/Sederajat yaitu laki-laki 410 dan perempuan 525 dengan jumlah 1.057 
dengan presentase 19% sedangkan yang memilih tidak sekolah menunjukan angka 
yang cukup rendah yaitu laki-laki 280 dan perempuan 265 dengan jumlah 545 
dengan presentase 10%.  
IV.5.2 Kesehatan 
Kesehatan adalah salah satu kebutuhan mendasar manusia, oleh karena itu 





Desa Tegalsari Barat fasilitas kesehatan terbilang cukup memadi, tetapi tetap ada 
yang kurang seperti Rumah Sakit, puskesmas, praktek dokter, apotik.  
Hal ini fasilitas kesehatan yang ada di Desa Tegalsari Barat hanya 
Poskesdes, dan posyandu. Dan masyarakat jika ingin pergi ke puskesmas serta 
rumah sakit harus menempuh jarak yang cukup jauh, jadi masyarakat jika sakit 
hanya berobat ke poskedes desa Tegalsari Barat, tapi jika masyarakat memiliki 
sakit yang parah maka dari pihak poskedes menyarankan atau merujuk supaya 
langsung ke rumah sakit dengan fasilitas yang disediakan dari kantor kepala desa 
Tegalsari Barat yaitu sebuah mobil layanan masyarakat. Selain poskedes desa 
Tegalsari Barat juga memiliki 5 unit posyandu yang ada di desa setiap masing-
masing posyandu ramai akan masyarakat yang memeriksakan anaknya. Jadi 
pelayanan kesehatan di Desa Tegalsari Barat menunjukan tempat yang paling 
banyak pelayanannya adalah posyandu, dimana posyandu tersebut ada 5 unit. Jadi 
jumlah keseluruhan sara dan prasarana kesehatan di desa Tegalsari Barat adalah 6 
unit yaitu 1 unit poskesdes dan 5 unit posyandu. 
Selain sarana dan prasarana kesehatan di desa Tegalsari Barat adapun 
tenaga kesehatan yang berjumlah hanya 3 orang saja, yaitu bidan 1 orang, perawat 
satu orang, dan dukun bersalin terlatih 1 orang. Jumlah tenaga kesehatan yang 
sangat minim ini terkadang menyulitkan masyarakat jika ingin memeriksakan 
kesehatannya, karena jumlah poskesdes hanya 1 dan di desa Tegalsari Barat tidak 
ada praktek dokter ataupun bidan yang membuka jasa di rumah maka masyarakat 
desa Tegalsari Barat terkadang harus keluar desa untuk berobat. Jarak yang 





berprofesi sebagai dokter maupun bidan hanya saja ada yang berprofesi sebagai 
perawat itu pun harus bekerja di rumah sakit yang terletak di kota otomatis jarak 
ke kota terbilang jauh dari desa Tegalsari Barat. 
IV.5.3 Agama  
Penduduk desa Tegalsari Barat yang berjumlah 6.440 jiwa yaitu laki-laki 
3.304 jiwa dan perempuan 3.136 jiwa yang mayoritasn/ya beragama islam, dan di 
desa Tegalsari Barat terdapat pesantren yang berjumlah 2 unit yang terletak di 
dusun Sumurmunding desa Tegalsari Barat. Jumlah tokoh agama seperti ustadz, 
ustadzah, kiyai di desa Tegalsari Barat cukup banyak karena sebagian besar dari 
kalangan ahli agama. Kemudian  jumlah tempat ibadah di desa Tegalsari Barat 
berjumlah 20 unit yang terdiri dari 3unit masjid dan 17 unit langgar/mushola yang 
masing-masing terletak di dusun Sumurmunding. Tegalsari, dan Mangunsari. 
IV.5.4 Kegiatan Kebudayaan 
Adat istiadat merupakan aturan tingkah laku yang dianut secara turun 
temurun dan berlaku sejak lama. Adat istiadat termasuk aturan yang sifatnya ketat 
dan mengikat, adat istiadat yang diakui dan ditaati oleh maasyarakat sejak 
berabad-abad yang lalu dapat menjadi hukum yang tidak tertulis yang disebut 
sebagai hukum adat. 
 Contoh adat istiadat di Desa Tegalsari Barat adalah acaraa khol di tempat 
pemakaman umum di Desa Tegalsari Barat, dan diadakan pengajian besar. 
Kegiatan tersebut dilaksanakan setiap setahun sekali oleh masyarakat Desa 





membuat makanan entah itu berupa snak ataupun nasi bungkus hal tersebut 
bertujuan untuk dibagikan kembali untuk masyarakat selesai mengaji bersama. 
Semangat gotong royong di Desa Tegalsari Barat juga masih sangat akrab hal ini 
menunjukan bahwa solidaritas antar masyarakat sangat baik dalam menghadapi 
berbagai kesulitan juga selalu dipikul bersama. 
IV.6 Pemerintahan desa Tegalsari Barat 
Desa Tegalsari Barat memiliki 5 RW dan terbagi menjadi 25 RT yaitu 
sebagai berikut:  
1.) RW 01, terdiri dari 4 RT 
2.) RW 02, terdiri dari 5 RT 
3.) RW 03, terdiri dari 6 RT 
4.) RW 04, terdiri dari 5 RT 
5.) RW 05, terdiri dari 5 RT 
6.) RW 06, terdiri dari 4 RT 
Yang terletak di masing-masing dusun yaitu dusun Sumurmunding, dusun 
























Adapun tugas pokok dan fungsi (tupoksi) kepala desa dan perangkat desa 
adalah sebagai berikut : 
Yang pertama tugas dan fungsi kepala desa adalah kepala desa mempunyai 





































kemasyarakatan, dan fungsi kepala desa antara lain merencanakan, melaksanakan 
dan mengendalikan kegiatan pemerintahan, merencanakan, melaksanakan dan 
mengendalikan kegiatan pembangunan, merenanakan, melaksanakan dan 
mengendalikan kegiatan pembinaan kemasyarakatan. Tugas sekretaris desa yaitu 
membantu kepala desa di bidang pembinaan administrasi dan memberikan 
pelayanan teknis administrasi kepada seluruh perangkat pemerintah desa dan 
masyarakat, dan fungsi dari sekretaris desa antara lain pengkoordinasi terhadap 
kegiatan yang dilakukan oleh perangkat desa, pengumpul bahan dan perumus 
program serta petunjuk untuk keperluan pembinaan, penyelenggaraan pemerintah 
desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, pemantauan dan pengevaluasi 
terhadap kesekretariatan, pemberian pelayanan masyarakat di bidang 
pemerintahan, perekonomian, dan kesejahteraan, pengurus administrasi 
keuanggan, perlengkapan rumah tanga surat menyurat dan kearsipan serta 
memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh perangkat 
pemerintah desa, penyusun program kerja tahunan desa dan pertanggungjawaban 
kepala desa, penyusunan dan penyampaian bahan rancangan peraturan desa untuk 
diajukan kepada BPD pengevaluasia pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan. 
Tugas kasi pemerintahan desa yaitu membantu kepala desa dalam melaksanakan 
tugas bidang pemerintahan desa, melakukan tindakan yang mengakibatkan 
pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya, menyusun DPA 
(Dokumen Pelaksanaan Anggaran), dan DPAL (Dokumen Pelaksanaan Anggaran 
Lanjut), menandatangani perjanjian kerja sama penyedia atas pengadaan barang 





laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidng tugasnya untuk pertanggungjawaban 
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), dan fungsi dari 
kasi pemerintahan desa yaitu melaksanakan manajemen .tata pemerintahan, 
menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan 
ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, serta 
penataan dan pengelolaan wilayah pendataan dan pengelolaan profil desa. Tugas 
kepala urusan tata usaha dan umum yaitu membantu sekretaris desa dalam urusan 
pelayanan administrasi pendukung pelaksaanaan tugas-tugas pemerintahan, dan 
fungsi dari kepala urusan tata usaha dan umum yaitu malaksanakan urusan 
ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan 
ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana 
perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset 
,investarisaasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum. Kaur keuangan memiliki 
tugas dan fungsi yaitu melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan 
administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran 
verifikasi administrasi keuangan dan administrasi penghasilan kepala desa, 
perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya. Tugas dan fungsi 
kaur perencanaan yaitu mengkoordinasi urusan perencanaan seperti menyusun 
rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam 
rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta 
penyusunan laporan. Tugas dan fungsi kasi kesejahteraan yaitu melaksanakan 
pembangunan sarana dan prasarana perdesaan, pembangunanbidang pendidikan, 





ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, 
dan karang taruna. Tugas kasi pelayanan yaitu berkedudukan sebagai unsur 
pelaksana teknis di bidang pelayanan, membantu kepala desa sebagai pelaksana 
tugas operasional di bidang pelayanan, untuk melaksanakan tugas kasi pelayanan 
mempunyai fungsi antara lain melaksanakan, penyuluhan dan motivasi terhadap 
pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat desa, meningkatkan upaya partisipasi 
masyarakat desa, melaksanakan pelestarian nilai sosial budaya masyarakat desa, 
melaksanakan pelestarian nilai sosial budaya, keagamaan dan ketenagakerjaan 
masyarakat desa, dan melaksanakan pekerjaan teknis pelayanan nikah, talak, cerai 
dan rujuk, melaksanakan pekerjaan teknis urusan kelahiran dan kematian, 
melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. Tugas 
kepala dusun (kadus) yaitu membantu kepala desa dalam pelaksanaan tugasnya di 
wilayahnya, untuk melaksanakan tugasnya, maka kepala dusun (kadus) memiliki 
fungsi pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan 
masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah, 
membantu kasi dan kaur pelaksanaan kegiatan anggaran (PKA) dalam 
melaksanakan pengadaan barang dan jasa dalam hal sifat dan jenis kegiatannya 
tidak dapat dilakukan sendiri, mengawasi pelaksanaan pembangunan wilayahnya, 
melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan 
kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya, pemberdayaan masyarakat 
dalam menunjang kelancaran, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. 
            Dengan demikian deskripsi daerah penelitian yang telah penulis sajikan 





Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang yang meliputi keadaan geografi, 




























HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang berjudul 
Kinerja Pemerintah Desa dalam Memberikan Pelayanan Prima di Desa Tegalsari 
Barat Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang. Yang dimana penulis 
memilih informan tidak pada besaran tetapi kedalaman informasi yang didapatkan 
penulis dengan memilih orang-orang yang mengetahui persis seluk beluk 
permasalahan penelitian, hal ini agar tingkat kepercayaan dan validitas dari 
penelitian ini memiliki kepercayaan bagi pembaca. 
Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui kinerja pemerintah desa dalam 
memberikan pelayanan prima di Desa Tegalsari Barat Kecamatan Ampelgading 
Kabupaten Pemalang dan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi 
penghambat sebuah kinerja pemerintah desa dalam memberikan pelayanan prima 
kepada masyarakat di desa Tegalsari Barat Kecamatan Ampelgading Kabupaten 
Pemalang. Maka dengan adanya penelitian ini akan membahas pokok-pokok 
penelitian mengenai kinerja pemerintah desa dalam memberikan pelayanan prima 
di desa Tegalsari Barat Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang dan faktor-
faktor apa saja yang menjadi penghambat sebuah kinerja pemerintah desa dalam 
memberikan pelayanan prima kepada masyarakat di desa Tegalsari Barat 







1.) Kinerja Pemerintah Desa Dalam Memberikan Pelayanan Prima Di 
Desa Tegalsari Barat Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang 
• Produktivitas kerja pemerintah desa Tegalsari Barat meliputi: 
a. Sikap perangkat desa 
b. Kemampuan perangkat desa 
c. Semangat kerja perangkat 
2.) faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat sebuah kinerja 
pemerintah desa dalam memberikan pelayanan prima kepada 
masyarakat di desa Tegalsari Barat Kecamatan Ampelgading 
Kabupaten Pemalang : 
d. Kualitas pelayanan dilihat dari tingkat kesalahan, kerusakan, dan 
kecermatan dalam melaksanakan tugas 
e. Responsivitas, kemampuan perangkat untuk menggali kebutuhan 
masyarakat 
f. Responsibilitas pelaksanaan kegiatan yang harus dilakukan sesuai dengan 
prinsip-prinsip administrasi yang benar sesuai dengan kebijakan organisasi 
g. Akuntabilitas menunjukkan seberapa besar kebijakan dan kegiatan 
organisasi itu konsisten dengan kehendak masyarakat banyak. 
Untuk mengetahui apa yang sudah menjadi tujuan dalam penelitian ini, 
penulis akan memberikan beberapa pertanyaan kepada informan yang 
berhubungan dengan kinerja pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan 





untuk mengetahui apa yang mempengaruhi kinerja pemerintahan desa Tegalsari 
Barat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. 
1.) Kinerja Pemerintah Desa Dalam Memberikan Pelayanan Prima Di 
Desa Tegalsari Barat Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang 
• Produktivitas kerja pemerintah desa Tegalsari Barat meliputi: 
a. Sikap perangkat desa, dimana dalam melaksanakan tugas pekerjaanya 
dapat dilihat melalui kesediaan para perangkat desa untuk bekerja 
secara efektif dan efisien. 
1.) Pertanyaan yang diajukan terhadap informan adalah 
menurut bapak/ibu/sdr bagaimana sikap perangkat desa 
Tegalsari Barat dalam memberikan pelayanan kepada 
masyarakat : 
Menurut Ibu Sriyah selaku (Masyarakat Sekitar) wawancara 
pada tanggal 14 Desember 2019 mengatakan : 
“Ya menurut saya pribadi sikap perangkat desanya dalam 
melayani masyarakat agak kurang enak ya mba. Tapi juga 
terkadang agak ketus mba dalam berbicara mungkin itu 
sebagian dari sikap tegas perangkatnya. Tapi pengalaman 
saya pribadi saat saya sedang coba menanyakan hal yang 
belum begitu saya paham tentang persyaratan-persyaratan 
pembuatan sertifikat masal, saya sudah panjang lebar 
bertanya, tetapi perangkatnya malah sibuk memainkan 
handphonenya dan hasilnya pun dia kyrang mendengar 
betul apa yang saya bicarakan tadi. Disitu saya merasa 
agak kecewa dan pendapat saya tentang sikap perangkat 






Menurut Ibu Triyatun selaku (Masyarakat Sekitar) 
wawancara pada tanggal 14 Desember 2019 mengatakan : 
“Sikap perangkat desa Tegalsari Barat menurut saya cukup 
bikin kecewa, saya berharap agar ditingkatkan lagi 
kedisiplinan dalam bekerja agar tidak membuang waktu 
dengan sia-sia.” 
 
Menurut Ibu Anah selaku (Masyarakat Sekitar) wawancara 
pada tanggal 14 Desember 2019 mengatakan : 
“Tidak ada yang gesit mba dalam inisiatif melayani kami 
mba, cenderung bersantai-santai dalam kinerjanya 
akibatnya membutuhkan waktu yang lama untuk 
menyelesaikan urusan kami.” 
 
Menurut Ibu Sifaul Jannah selaku (Masyarakat Sekitar) 
wawancara pada tanggal 14 Desember 2019 mengatakan : 
“sikap perangkat desa cukup jelek dalam kinerja untuk 
melayani kita mba.” 
   
Berdasarkan hasil wawancara informan, penulis simpulkan bahwa sikap 
perangkat desa Tegalsari Barat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat 
bisa dikatakan kurang baik dan masyarakat berharap agar dari pihak perangkat 
desa dapat meningkatkan lagi kedisiplinan dalam bekerja agar tidak membuang 
waktu dengan sia-sia. 
2.) Pertanyaan yang diajukan terhadap informan adalah 
bagaimana kesiapan pemerintahan desa Tegalsari Barat 
dalam melaksanakan Undang-undang nomor 6 tahun 2014 : 
Menurut Bapak Sodikin selaku (Kepala desa Tegalsari 





“Kami sebagai pemerintahan desa sangat konsisten dengan 
apa yang ditetapkan pemerintah pusat. Posisi kami disini 
adalah sebagai pelaksana teknis dilapangan, sehingga 
apapun perintah pimpinan pusat akan dilaksanakan dengan 
penuh tanggung jawab, termasuk penerapan UU nomor 6 
tahun 2014.” 
  
Menurut Bapak Muhammad Latif selaku (Kasi pelayanan 
desa Tegalsari Barat) wawancara pada tanggal 16 Desember 2019 
mengatakan : 
“Menurut saya selama ini pemerintah desa berusaha 
menjalankan tugas sebagai pelayan masyarakat dengan 
baik. Berkaitan dengan kesiapan pemerintah desa dalam 
melaksanakan Undang-undang nomor 6 tahun 2014 sudah 
sesuai dengan prosedur.” 
 
Menurut Bapak Roziqin selaku (Kasi pelayanan desa 
Tegalsari Barat) wawancara pada tanggal 16 Desember 2019 
mengatakan :  
“Kalau menurut saya pribadi pemerintah desa Tegalsari 
Barat berusaha mempersiapkan diri secara maksimal untuk 
dapat menjalankan peraturan pemerintah yaitu UU nomor 
6 tahun 2014, mengingat undang-undang tersebut yang 
mengatur kegiatan ditingkat desa. Oleh karena itu secara 
totalitas sebagai penyelenggara di pemerintah desa harus 
siap, dengan maksud dan tujuan agar pemerintah desa 
Tegalsari Barat mampu mencapai kemajuan dan 
keberhasilannya. Hal ini perlu dijadikan perhatian bahwa 
seluruh perangkat pemerintah desa dan masyarakat desa 
Tegalsari Barat secara bersama-sama berkeinginan untuk 






Menurut Bapak Muthohirin selaku (Kasi Pemerintahan desa 
Tegalsari Barat) wawancara pada tanggal 16 Desember 2016 
mengatakan : 
“Pemerintah desa Tegalsari Barat dalam 
menyelenggarakan urusan pemerintaha  terutama tentang 
kepentingan masyarakat selalu berusaha dijalankan sesuai 
dengan aturan yang berlaku. Berkenaan dengan kesiapan 
pemerintah desa dalam melaksanakan undang-undang 
nomor 6 tahun 2014 tentang desa secara khusus dan 
memfokuskan diri pada tugas dan pekerjaan tersebut, 
dalam hal ini pemerintah desa tidak mau mengambil resiko 
mba, karena kesalahan atau ketimpangan dapat berakibat 
pada pertanggung jawaban dan rasa kepuasan yang 
dirasakan masyarakat. Sehingga secara otomatis harus siap 
100% agar semua dapat dijlankan dengan sebaik-baiknya. 
Kalau sudah diatur dalaam undang-undang itu ya harus 
dijalankan dan sesuai dengan apa yang ditetapkan 
didalamnya, dan tidak bisa ditawar lagi mba.” 
Berdasarkan hasil wawancara informan, penulis simpilkan bahwa 
bagaimana kesiapan pemerintah desa Tegalsari Barat dalam melaksanakaan 
Undang-undang nomor 6 tahun 2014 sudah menunjukan kesiapan yang 100% 
untuk melaksanakan UU nomor 6 tahun 2014 demi kepentingan masyarakat dan 
memberikan pelayanan yang baik untuk mencapai kemajuan dan keberhasilan 
khususnya pemerintah desa Tegalsari Barat. 
3.) Pertanyaan yang diajukan terhadap informan adalah 
manfaat apa yang dapat diambil oleh pemerintahan desa 
Tegalsari Barat dalam melaksanakan undang-undang nomor 





Menurut Bapak Sodikin selaku (Kepala desa Tegalsari 
Barat)  wawancara pada tanggal 16 Desember 2019 mengatakan : 
“Menurut saya dengan peneraapan undang-undang nomor 
6 tahun 2014 tentang desa tersebut sangat banyak 
memberikan manfaat bagi masyarakat luas, yaitu misalnya 
banyak fasilitas-fasilitas di desa itu lebih baik dan aktif 
lagi. Mulai dari jalan desa, pertanian desa, kemudian 
beberapa sarana desa juga kelihatan lebih baik, termasuk 
lembaga-lembaga di desa juga lebih tertata dengan apik 
atau baik mba.” 
 
Menurut Bapak Muhammad Latif selaku (Sekretaris desa 
Tegalsari Barat) wawancara pada tanggal 16 Desember 2019 
mengatakan : 
“Menurut saya dengan adanya penerapan undang-undang 
nomor 6 tahun 2014 tentang desa ini menjadikan lebih baik 
mengenai peraturan desa dan tingkat kinerjanya mba, 
karena undang-undang ini banyak sekali mengandung 
unsur baik ataupun positif untuk masyarakat. Dan ini 
sangat bagus buat pacuan keras bagi para pemerintah desa 
supaya lebih meningkatkan kinerjanya untuk melayani 
masyarakat.” 
 
Menurut Bapak Roziqin selaku (Kasi pelayanan desa 
Tegalsari Barat) wawancara pada tanggal 16 Desember 2019 
mengatakan : 
“manfaatnya sangat bagus sekali mba menurut saya, dan 
dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa 
sangat sesuai untuk keberlangsungan kesejahteraan 





Berdasarkan hasil wawancara informan, penulis simpilkan bahwa 
manfaat yang diambil oleh pemerintahan desa Tegalsari Barat dalam pelaksanaan 
undang-undang nomor 6 tahun 2014 yaitu sangat banyak memberikan manfaat 
bagi masyarakat luas, misalnya mengenai fasilitas-fasilitas desa menjadi lebih 
baik dari sebelumnya dan sarana juga menjadi lebih baik lagi hal ini bertujuan 
untuk kesejahteraan masyarakat desa Tegalsaari Barat.  
b. Kemampuan perangkat desa, dimana perangkat desa memiliki skill 
dalam melaksanakan tanggungjawab pekerjaannya. 
1.) Pertanyaan yang diajukan terhadap informan adalah bagaimana 
kemampuan perangkat desa Tegalsari Barat dalam menjalankan 
tanggungjawab kinerja dalam memberikan pelayanan kepada 
masyarakat : 
Menurut Ibu Sriyah selaku (Masyarakat Sekitar) wawancara 
pada tanggal 14 Desember 2019 mengatakan : 
“Kemampuannya ya biasa saja mba tapi tanggungjawab 
dalam melayani masyarakat belum cukup baik, kenapa saya 
katakan belum cukup baik ya karena tadi yang saya katakan 
kepada anda terkadang menghiraukan apa yang di 
bicarakan masyarakat pada saat bertanya karena kurang 
paham dalam hal entah itu persyaratan atau apapun itu 
mba.” 
 
Menurut Ibu Sifaul Jannah selaku (Masyarakat Sekitar) 
wawancara pada tanggal 14 Desember 2019 mengatakan : 
“Saja mba, terkadang juga masih kebingungan dalam 
mengerjakan tugas yang dari masyarakat. Soalnya 
mayoritas perangkat yang bekerja di kantor kepala desa 





terkadang masih agak tidak mudeng sama komputer ya jadi 
minta bantuan dari perangkat yang lain, yang lebih paham 
tentang komputer.” 
 
Menurut Bapak Sarino selaku (Masyarakat Sekitar) 
wawancara pada tanggal 14 Desember 2019 mengatakan : 
“kurang profesional eh mba. Wong saya nanya tentang 
apakah desa ini ada alamat webnya, eh jawabanya ada 
cuman tidak lengkap isinya soalnya susah mas saya gak 
begitu paham banget tentang cara memasukan data-data di 
website. Nah menurut saya ini aneh masa sudah jadi 
pegawai perangkat desa masih gaptek terus mba.” 
 
Menurut Bapak Kliwon selaku (Masyarakat Sekitar) 
wawancara pada tanggal 14 Desember 2019 mengatakan : 
“Kurang baik, karena masih banyaknya yang gaptek mba. 
Kalau saran saya sih mending nanti semisal ada 
pencalonan pegawai kelurahan baru sebagai perangkat 
milihnya sekali-kali yan;g lulusan sarjana jangan SMA 
terus, hal ini kan yang menyebabkan kemampuanya kurang 
paham akan sesuatu hal yang berbau iternet website.  
 
Berdasarkan hasil wawancara informan, penulis simpulkan bahwa  
kemampuan perangkat desa Tegalsari Barat dalam menjalankan tanggung jawab 
kinerja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat belum cukup baik hal 
ini ditunjukkan karena terlalu menyepelekan apa yang dibicarakan masyarakat 
pada saat bertanya, selain itu dalam mengoperasikan komputer juga masih kurang 
handal dan masih kurang pahamnya tentang dunia internet yang berkaitan dengan 
cara membuat website desa hal ini sangat disayangkan sekali karena dapat 
merusak kepercayaan masyarakat dan sangat berpengaruh untuk kemajuan desa, 





isinya sudah lengkap sedangkan desa Tegalsari Barat  belum lengkap, dan bisa 
jadi berpengaruh terhadap kemajuan sebuah desa. 
c. Semangat kerja perangkat desa, yang dapat diartikan sebagai sikap 
mental para perangkat dalam melaksanakan tugas-tugasnya, dimana 
sikap mental ini ditunjukkan oleh adanya kegairahan dalam 
melaksanakan tugas. 
1.) Pertanyaan yang diajukan terhadap informan adalah bagaimana 
semangat kerja perangkat desa Tegalsari Barat berupaya 
meningkatkan kinerjanya untuk mensejahterakan rakyatnya: 
Menurut Ibu Triyatun selaku (Masyarakat Sekitar) 
wawancara pada tanggal 14 Desember 2019 mengatakan : 
“Menurut saya semangatnya biasa saja. Itu terbukti sendiri 
pada saat saya ke kantor kepala desa mau mengurus surat 
persyaratan menikah dari desa ke KUA karena saya 
disuruh menunggu padahal belum waktunya jam istirahat 
tapi perangkat yang bersangkutan sedang keluar pergi 
membeli makan. Padahal belum waktunya jam istirahat 
mba, saya menunggu dan waktu itu cukup lama yang saya 
lihat di kantor dalam kerjanya belum sepenuhnya sesuai 
dengan aturannya karena banyak yang santai-saantaai di 
dalam kantor maupun diluar kantor mba.” 
Menurut Bapak Supar selaku (Masyarakat Sekitar) 
wawancara pada tanggal 15 Desember 2019 mengatakan : 
“Terlalu ayem, santai-santai sibuk main handphone dan 
asik mengobrol antar perangkat desa tanpa langsung sigap 
melayani saya pribadi mba.”  
Menurut Bapak Mugi selaku (Masyarakat Sekitar) 





“Biasa saja mba, karena terlalu menggampangkan tapi 
tidak langsung di kerjakan kita yang harus koar-koar agar 
cepat di layani, kadang kita harus menggunakan alasan ini 
itu agar perangkat desa yang bersangkutan cepat merespon 
dan membuatkan suratnya. Saya harap hal ini agar 
mendapatkan perhatian khusus dari kepala desa selaku 
pimpinan mereka supaya lebih baik lagi semangat dan 
tanggungjawabnya dalam kinerjanya demi kesejahteraan 
rakyatnya.” 
Menurut Ibu Anah selaku (Masyarakat Sekitar) wawancara 
pada tanggal 15 Desember 2019 mengatakan : 
“Semangatnya sangat semangat sekali, tapi tidak untuk 
kinerja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, 
melainkan semangat ngobrol bermain catur dan leyeh-leyeh 
mba. Wong saya terkadang juga suka kesal dengan 
semangat kerja perangkat desanya mba.” 
Menurut Bapak Slamet Riyono selaku (Masyarakat Sekitar) 
wawancara pada tanggal 15 Desember 2019 mengatakan : 
“Ya biasa saja mba, tidak terlalu bersemangat, mungkin 
males, letih, lesu, tapi setidaknya harus berupaya agar 
lebih memperbaiki atau meningkatkan semangat kerjanya, 
agar kita sebagai masyarakat yang membutuhkan 
pelayanan dari perangkat desa merasakan puas.” 
 Berdasarkan hasil wawancara informan, penulis simpulkan bahwa 
semangat kerja perangkat desa Tegalsari Barat berupaya meningkatkan kinerjanya 
untuk mensejahterakan rakyatnya yaitu kurang baik, karena sebagian besar 
pendapat dari informan yang dikatakan bahwa perangkat desa Tegalsari Barat 
masih saja bersikap menggapangkan suatu hal dan masih lebih mementingkan 
bermain handphone bahkan sebelum jam istirahat perangkat yang bersangkutan 
tidak ada di dalam kantor melainkan keluar. Hal semacam ini bisa membuat 





bisa menjadi contoh yang baik bagi masyarakatnya agar bisa disiplin lagi dan 
meningkatkan semangat kerjanya untuk mensejahterakan rakyatnya karena 
masyarakat dapat terlayani dengan maksimal, akibatnya masyarakat kecewa akan 
kinerja perangkat desa Tegalsari Barat. 
2.) Pertanyaan yang diajukan terhadap informan adalah apa 
saja hambatan-hambatan pemerintahan desa Tegalsari Barat 
dalam meningkatkan produktivitas kerja di desa Tegalsari 
Barat : 
       Menurrut Bapak Sodikin selaku (Kepala desa Tegalsari 
Barat) wawancara pada tanggal 24 Desember mengatakan : 
“Hambatannya terdiri dari masih kurangnya 
pengetahuan yang dimiliki perangkat atau pemerintah 
desa mengenai hakikat masalah yang dihadapi, masih 
belum terkumpulnya fakta-fakta dan data-data yang 
relevan, partisipasi dari pemerintah desa dan 
masyarakat dalam mengumpulkan data-data yang 
berhubungan dengan permasalahan yang ada masih 
rendah, dan lain-lain.” 
Menurut Bapak Muhammad Latif selaku (Sekretaris desa 
Tegalsari Barat) wawancara pada tanggal 24 Desember 2019 
mengatakan : 
“Misal ya masih rendahnya pengelolaan data-data yang 
berhubungan dengan permasalahan yang ada. Masih 
rendahnya pengelolaan data-data dan fakta-fakta yang ada 
hal ini dikarenakan sedikitnya perangkat komputer untuk 
mengolah data mengenai administrasi kependudukan, 
akibatnya pemerintah desa dalam memberikan pelayanan 
kepada masyarakat menjadi kurang maksimal, masih 





ditempuh, masih sulitnya memutuskan tindakan apa yang 
akan dilaksanakan bahwa sebelum suatu masalah dapat 
dipecahkan dengan baik hakikat dari masalah itu harus 
terlebih dahulu diketahui dengan jelas, masih kurangnya 
penilaian hasil-hasil yang diperoleh sebagai akibat dari 
keputusan yang diambil.” 
Berdasarkan hasil wawancara informan, penulis simpulkan bahwa apa 
saja hambatan-hambatan pemerintahan desa dalam meningkatkan produktivitas 
kerja di desa Tegalsari Barat yaitu masih kurangnya pengetahuan yang dimiliki 
perangkat atau pemerintah desa mengenai hakikat masalah yang dihadapi, masih 
belum terkumpulnya fakta-fakta dan data-data yang relevan, partisipasi dari 
pemerintah desa dan masyarakat dalam mengumpulkan data-data yang 
berhubungan dengan permasalahan yang ada masih rendah, dan akibatnya 
pemerintah desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat menjadi 
kurang maksimal. 
3.)  Pertanyaan yang diajukan terhadap informan adalah apa 
saja upaya-upaya yang dilakukan dalaam mengatasi 
hambatan pemerintahan desa Tegalsari Barat dalam 
meningkatkan produktivitas kerja di desa Tegalsari Barat : 
Menurut Bapak Sodikin selaku (Kepala desa Tegalsari 
Barat) wawancara pada tanggal 24 Desember 2019 mengatakan : 
“Yaitu pemerintahan desa berupaya untuk turun langsung 
ke lapangan menanyakan kepada masyarakat mengenai 
pendataan yang dilakukan oleh pemerintah desa. 
Pemerintah desa berupaya untuk mengintruksikan kepada 
masyarakat supaya dapat menyiapkan data administrasi, 
pemerintah desa berupaya untuk mendatangkan seorang 





komputer yang tersedia di kantor desa untuk mengolah 
data, pemerintahan desa berupaya untuk memberikan 
pemahaman kepada perangkat mengenai pentingnya 
memahami konsekuensi dari alternatif pemecahan 
masalah.” 
 Menurut Bapak Muhammad Latif selaku (Sekretaris desa 
Tegalsari Barat) wawancara pada tanggal 24 Desember 2019 
mengatakan : 
“Pemerintahan desa berupaya misalkan memilih cara 
pemecah masalah yang dapat menjadi jawaban 
permasalahan yang ada, tapi ya jujur dari pihak kita 
merasakan kesulitan mba dalam mengatasi hambatan-
hambatan tersebut tapi pemerintahan desa berupaya 
memutuskan dengan segera tindakan yang hendak 
dilaksanakan sebagai upaya untuk menunjukkan 
akuntabilitas dan profesionalitas pemerintah desa pada 
masyarakat dalam memutuskan suatu permasalahan, 
pemerintahan desa juga berupaya untuk memberikan 
penilaian subjektif mungkin pada perangkat desa dalam 
melaksanakan tugas dalam memberikan pelayanan prima 
kepada masyarakat. Tapi jika dari pihak kita sudah benar-
benar merasakan kesulitan tingkat tinggi yaudah, kita 
nunggu sampai ada yang bisa mengatasi hambatan-
hambatan tersebut.” 
Berdasarkan hasil wawancara informan, penulis simpulkan bahwa apa 
saja upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan pemerintahan desa 
Tegalsari Barat dalam meningkatkan produktivitas kerja di desa Tegalsari Barat 
yaitu pemerintahan desa berupaya untuk turun langsung ke lapangan menanyakan 
kepada masyarakat mengenai pendataan yang dilakukan oleh pemerintahan desa. 
Pemerintah desa berupaya untuk mengintruksikan kepada masyarakat supaya 
dapat menyiapkan data administrasi serta, pemerintahan desa berupaya memilih 
cara untuk memecahkan masalah agar mendapatkan jawaban untuk memecahkan 





jawabannya dan keprofesionalitanya dalam memberikan pelayanan kepada 
masyarakat. Tetapi jika dari pihak pemerintah desanya sudah benar benar 
mengalami kesulitan makan akan menunggu pihak yang lebih bisa mengatasi 
hambatan-hambatan tersebut, sama saja dengan menyarah.   
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi pempengaruhi sebuah 
kinerja pemerintah desa Tegalsari Barat : 
a. Kualitas Pelayanan dilihat dari tingkat kesalahan, kerusakan, dan 
kecermatan dalam melaksanakan tugas. 
1.) Pertanyaan yang diajukan terhadap informan adalah sejauh mana 
Pemerintahan desa Tegalsari Barat dalam memberikan pelayanan 
kepada masyarakat : 
Menurut Bapak Sodikin selaku (Kepala Desa Tegalsari 
Barat) wawancara pada tanggal 16 Desember 2019 mengatakan : 
“Ya dilakukan sebisa  mungkin sejauh bisa ditindak lanjuti 
maka akan segera dilayani, apabila tidak bisa dilaksanakan 
oleh pemerintah desa ya mungkin itu karena bukan 
kewenangan kami maka pemerintah desa akan 
berkoordinasikan dahulu dengan pihak yang terkait agar 
kami paham dan mengerti begini begitu yang caranya agar 
masyarakat bisa terlayani dengan baik.” 
 
Menurut Bapak Muhammad Latif selaku (Sekretaris Desa 






“In sya Allah maksimal mba dari pihak kita karena sudah 
kewajiban kita untuk melayani masyarakat.” 
Menurut Bapak Kliwon selaku (Masyarakat sekitar) 
wawancara pada tanggal 7 Januari 2020 mengatakan : 
“Menurut saya ya kualitasnya belum bisa dikatakan bagus 
mba dan masih sangat kurang dalam bekerja untuk 
melakukan suatu pelayanan, menurut saya hal ini sangat 
disayangkan sekali. 
Menurut Bapak Roziqin selaku (Kasi Pelayanan desa 
Tegalsari Barat) pada wawancara tanggal 16 Desember 2019 
mengatakan : 
“Selama masyarakat membutuhkan pelayanan kami siap 
membantu semaksimal mungkin untuk masyarakat karena 
sudah kewajiban dan tanggungjawab kami. Tapi jika sudah 
diluar jam kerja dan kita sudah kelelahan ya kami kita 
minta maaf bisa dilanjutkan pelayanan besok hari lagi”  
 
Menurut Ibu Tati sukesih selaku (Masyarakat Sekitar) 
wawancara pada tanggal mengatakan : 
“Ya kalau yang saya rasakan pelayanan yang diberikan 
Pemerintah desa Tegalsari Barat belum bagus mba.” 
 
Menurut Ibu Sifaul Jannah selaku (Masyarakat Sekitar) 
wawancara pada tanggal 7 Januari 2020 mengatakan : 
“Ya sebutuhnya kita dalam mengurus urusan di kantor 
kepala desa mba, pasti akan di layani walaupun tingkat 
dalam pelayanannya masih kurang optimal karena dari 
perangkat desanya sendiri terlalu lama dalam 
mengerjakannya, kesimpulannya menurut saya pribadi 





Berdasarkan hasil wawancara informan, penulis simpulkan bahwa 
sejauhmana pemerintahan desa Tegalsari Barat dalam memberikan pelayanan 
terhadap masyarakat menurut dari pihak pemerintahan desa menunjukkan baik 
karena sudah sewajarnya tugas dan kewajiban tanggungjawab pemerintahan desa 
memberikan pelayanan kepada masyarakat. Disini pemerintahan desa berupaya 
memberikan pelayanan semaksimal mungkin dan sebisa mungkin agar masyarakat 
bisa terlayani dengan baik. Bahkan jika bukan kewenanganya pemerintah desa 
berupaya untuk mengkoordinasikan terlebih dahulu kepada pihak yang 
bersangkutan agar menjadi paham dan bisa membantu masyarakat. Tapi disisi lain 
menurut masyarakat sekitar mengenai sejauh mana pemerintahan desa dalam 
memberikan pelayanan kepada masyarakat belum menunjukan pelayanan yang 
baik atau optimal, karena dari pihak pemerintah desa masih saja lama dalam 
menjalankan kinerjanya. Jadi masyarakat tidak merasakan kepuasan dalam kinerja 
pelayanan pemerintahan desa. 
2.) Pertanyaan yang diajukan terhadap informan adalah apakah ada 
kendala maupun kesalahan yang di hadapi pemerintahan desa 
Tegalsari Barat dalam melaksanakan kinerjanya : 
Menurut Bapak Roziqin selaku (Kasi Pelayanan desa 
Tegalsari Barat) wawancara pada tanggal 16 Desember 2019 
mengatakan : 
“Pastinya ada mba, tapi tidak semuanya ada kendala atau 
kesalahan yang dilakukan perangkat desa. Ya kendalanya 
paling seperti komputer yang tiba-tiba rusak atau printer 





pas terkadang harus bergantian memakai dengan 
perangkat yang lain. Hal itu yang menghambat cepatnya 
urusan pelayanan dan terkadang juga dari masyarakatnya 
karena pola pikir yang kurang akhlakul karimah mba.” 
  
Menurut Bapak Muhammad Latif selaku (Sekretaris Desa 
Tegalsari Barat) wawancara pada tanggal 16 Desember 2019 
mengatakan : 
“Ya ada mba pastinya contoh saja seperti ATK yang rusak 
karena ada masalah kesalahan teknis, atau dalam 
penulisaan nama, alamat, dan lain-lain. Ya namanya saja 
hanya manusia biasa mba jadi maklumlah kalau ada 
kendala dan kesalahan dalam pelaayanan.” 
 
Menurut Bapak Thohirin selaku (Kasi Pemerintahan desa 
Tegalsari Barat) wawancara pada tanggal 16 Desember 2019 
mengatakan : 
“Tentunya ada, seperti pada saat pengetikan atau 
pencetakan tiba-tiba listriknya padam mba tapi kita akan 
berusaha memperbaikinya agar tidak terjadi kesalahan 
lagi. Selain dari kerusakan dari barang-barang tersebut 
hambatan yang sering kita alami yaitu kurangnya 
perangkat desa yang ada di kantor karena terkadang 
berhalangan datang ke kantor. Hal ini sering terjadi dalam 
konteks pekerjaan mba.” 
 
Menurut Ibu Sriyah selaku (Masyarakat Sekitar) wawancara 
pada tanggal 14 Desember 2019 mengatakan : 
“Tentu saja pasti ada kendala maupun kesalahan dari 
perangkat desanya. Kendalanya jimlah komputer yang 
sedikit dan terkadang rusak dan kesalahan perangkat desa 





saya dalam membuatkan surat kelahiran yang dari desa 
sebelum membuat akta di dinas catpil penulisan nama anak 
saya salah padahal sudah saya kasih contoh nama anak 
saya biar sama huruf per hurufnya, eh tau tau salah mba. 
Kurang teliti banget emang dalam bekerja.” 
Menurut Ibu Sifaul Jannah selaku (Masyarakat Sekitar) 
wawancara pada tanggal 14 Desember 2019 mengatakan : 
“Oh iya dulu banget waktu saya lagi membuat surat 
pengantar untuk membuat KTP tiba-tiba komputernya 
ngeblang dan salah dalam pengetikan nama, juga waktu itu 
bersamaan dengan kertasnya abis untuk nyetak persyaratan 
tersebut.” 
 
Menurut Ibu Ita selaku (Masyarakat Sekitar) wawancara 
pada tanggal 14 Desember 2019 mengatakan : 
“Ada, menurut saya pasti masyarakat ada yang merasakan 
hal yang sama seperti saya yang salah mengetik alamat 
waaktu saya pindahan KTP dari desa Tegalsari Barat ke 
cikarang.”  
 
Berdasarkan hasil wawancara informan, penulis simpulkan bahwa 
apakah ada kendala maupun kesalahan yang di hadapi pemerintahan desa 
Tegalsari Barat dalam melaksanakan kinerjanya menurut informan di atas bahwa 
dalam kinerja pemerintahan desa pasti ditemukannya kendala maupun kesalahan 
seperti halnya ATK yang rusak secara tiba-tiba ataupun listrik padam, kesalahan 
dalam pengetikan ataupun penulisan nama, alamat dan lain-lain. Selain dari 
kerusakan alat-alat kantor juga dari pihak perangkat desa yang berhlangan hadir 
jadi ini menjadi suatu penghambat yang cukup serius, karena terjedanya suatu 






3.) Pertanyaan yang diajukan terhadap informan adalah apakah 
kinerja pemerintahan desa Tegalsari Barat sudah Sesuai dengan 
prosedur ketentuannya dalam memberikan pelayanan : 
Menurut Bapak Roziqin selaku (Kasi Pelayanan desa 
Tegalsari Barat) wawancara pada tanggal 16 Desember 2019 
mengatakan : 
“Sudah, bahkan maksimal mba ya seperti biasa masyarakat 
butuh pelayanan kami siap melayani.” 
 
Menurut Bapak Muhammad Latif selaku (Sekretaris Desa 
Tegalsari Barat) wawancara pada tanggal 16 Desember 2019 
mengatakan : 
“Kembali ke masyarakatnya saja mba bagaimana menilai 
kami, tapi maaf jika belum sesuai prosedur karena kami” 
 
Menurut Bapak Sodikin selaku (Kepala Desa Tegalsari 
Barat) wawancara pada tanggal 16 Desember mengatakan : 
“Kalau saya pribadi jujur terkadang belum mba, terkadang 
belun maksimal dalam melayani masyarakat dan terkadang 
saya juga tidak stanbay di kantor karena ada urusan di luar 
kantor jadi masyarakat tidak bisa bertemu dengan saya.” 
 
Menurut Ibu Sriyah selaku (Masyarakat Sekitar) wawancara 
pada tanggal 14 Desember 2019 mengatakan : 
“Kurang paham saya mba, soalnya saya sudah kecewa 






Menurut Ibu Anah selaku (Masyarakat Sekitar) wawancara 
pada tanggal 14 Desember 2019 mengatakan : 
“Saya tidak tahu, apakah sudah sesuai dengan prosedur 
mba. Yang saya rasakan pelayananya sangat lama dan 
kinerja perangkatnya masih saja tidak bagus.” 
 
Berdasarkan hasil wawancara informan, penulis simpulkan bahwa 
apakah pemerintahan desa Tegalsari Barat sudah sesuai dengan prosedur 
ketentuannya dalam memberikan pelayanan, dari informan diatas dapat 
disimpulkan bahwa kinerja pemerintahan desa sudah menunjukkan sesuai dengan 
prosedur ketentuannya menurut dari pihak pemerintah desa. Berbanding terbalik 
dengan pendapat masyarakat yang telah kecewa terhadap kinerja pemerintahan 
desa dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat.  
4.) Pertanyaan yang diajukan terhadap informan adalah apakah ada 
masalah atau kendala khusus dalam meningkatkan kualitas 
pelayanan di desa Tegalsari Barat : 
Menurut Bapak Sodikin selaku (Kepala desa Tegalsari 
Barat) wawancara pada tanggal 16 Desember 2019 mengatakan : 
“Jujur ya mba kendala pasti ada saya tidak menutup-nutupi 
masalah yang terjadi saat ini, misalnya seperti dari 
SDMnya yang kurang memadai. Maksudnya kurang 
memadai disini yaitu jika ada salah satu perangkat desa 
yang tidak bisa hadir karena ada keperluan nah disini kan 
yang mempunyai tugas atau wewenang bagian pelayanan 
hanya kasi pelayanan jika tidak berangkat terpaksa 
masyarakat yang membutuhkan pelayanan saya suruh 
pulang dan datang lagi keesokan harinya mba, kemudian 
dari bawahan saya atau perangkat desa jika saya 





masyarakat terkadang informasi tersebut tidak disampaikan 
kepada masyarakat dengan unsur lupa, terus selain itu 
pastinya mengenai sarana dan prasarana seperti minimnya 
jumlah komputer ya sejenis itu mba.” 
 
Menurut Bapak Roziqin selaku (Kasi Pelayanan desa 
Tegalsari Barat) wawancara pada tanggal 16 Desember 2019 
mengatakan : 
“Ada mba dan menurut saya pribadi jujur sangat sulit 
untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Soalnya masih ada 
saja kendala atau hambatan yang terjadi di kantor pada 
saat kinerja perangkatnya. Ya saya kepingin pelayanan di 
kantor kepala desa Tegalsari Barat disebut dengan 
pelayanan yang prima oleh masyarakat, api saya rasa itu 
sulit karena masyarakat terkadang belum puas akan kinerja 
dari pihak pemerintahan desanya mba.” 
Menurut Bapak Muhammad Latif selaku (Sekretaris desa 
Tegalsari Barat) wawancara pada tanggal 16 Desember 2019 
mengatakan : 
“Masalah pasti ada-ada saja dan kapan saja datangnya 
jadi kita itu sulit untuk meningkatkan kualitas kinerja untuk 
pelayanan, jadi mau tidak mau ya sudah seperti itu adanya 
mba,  harap maklumilah.” 
Berdasarkan hasil wawancara informan, penulis simpulkan bahwa 
apakah ada masalah atau kendala khusus dalam meningkatkan kualitas pelayanan 
di desa Tegalsari Barat, pastinya ada kendalanya mulai dari SDMnya yang kurang 







5.) Pertanyaan yang diajukan terhadap informan adalah bagaimana 
tanggapan bapak mengenai pendapat masyarakat mengenai kurang 
baiknya kinerja pemerintahan desa Tegalsari Barat dalam konteks 
fenomena permasalahan pelayanan : 
Menurut Bapak Sodikin selaku (Kepala Desa Tegalsari 
Barat) wawancara pada tanggal 16 Desember 2019 mengatakan : 
 
“Saya pasrah saja mba, karena pemerintah desa Tegalsari 
Barat akan selalu melayani masyarakat dengan baik sesuai 
dengan kemampuan dan sesuai dengan yang dibutuhkan 
oleh masyarakat. Apabila menurut masyarakat kami dalam 
melayani mereka kurang baik atau maksimal disini kami 
akan berusaha selalu meningkatkan pelayanan dan kami 
sudah berusaha semaksimal mungkin untuk melayani 
masyaraka.” 
 
Menurut Bapak Roziqin selaku (Kasi Pelayanan Desa 
Tegalsari Barat) wawancara pada tanggal 16 Desember 2019 
mengatakan : 
“Duh gimana ya, padahal dari kita sudah memberikan 
pelayanan yang maksimal, walaupun sangat susah untuk 
meningkatkan kualitas kinerja kita jujur ya mba, tergantung 
dari masyarakatnya saja bagaimana menyikapinya mba 
yang jelas dari kita berusaha tetap akan melayani dengan 
baik.” 
 
Menurut Bapak Muhammad Latif selaku (Sekretaris Desa 






“Hal semacam itu sudah biasa saya dengar saat di luar 
kantor mba. Ya terserah mereka mau berasumsi seperti apa 
yang penting dari pemerintah desa Tegalsari Barat sudah 
mengupayakan pelayanan sebaik mungkin. Walaupun 
masih banyaknya kendala-kendala yang sering dialami 
pemerintahan desanya. Tapi jika dari pihak kami ada 
kesalahan ya kami minta maaf dan akan berusaha lagi 
untuk memaksimalkan pelayanan.” 
Berdasarkan hasil wawancara informan, penulis simpulkan bahwa 
tanggapan mengenai pendapat masyarakat mengenai kurang baiknya kinerja 
pemerintahan desa Tegalsari Barat dalam konteks fenomena permasalahan 
pelayanan. Yaitu memang benar adanya bahwa pelayanan di desa Tegalsari Barat 
masih tidak baaik itu berdasarkan tanggapan dari kepala desa Tegalsari Barat, 
sekretaris desa, dan kasi pelayanan desa Tegalsari Barat. Tapi dari pemerintahan 
desa Tegalsari Barat akan tetap meningkatkan kinerja dalam memberikan 
pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik walaupun masih sering muncul 
kendala-kendala yang terjadi” 
6.) Pertanyaan yang diajukan terhadap informan adalah bagaimana 
cara pemerintahan desa Tegalsari Barat dalam mengatasi 
perangkat desa yang kurang secara SDM : 
Menurut Bapak Sodikin selaku (Kepala desa Tegalsari 
Barat) wawanara pada tanggal 16 Desember 2019 mengatakan : 
“Sesuai dengan keinginan kita bersama yaitu tercapainya 
percepatan  kesejahteraan umum di desa Tegalsari Barat. 
Dengan semangat itu pemerintah desa Tegalsari Barat 
terus berusaha meningkattkan bentuk-bentuk pelayanan 
yang dapat menunjukkan kepada masyarakat bahwa 





untuk memberikan bantuan atas berbagai hal yang 
diperlukannya. Dalam menunjang kelancaran tersebut, 
maka perangkat di pemerintahan desa Tegalsari Barat 
diadakan pelatihan-pelatihan teknis termasuk model-model 
pelayanan prima terhadap masyarakat. Masalah kecakapan 
atau ketangkasan bekerja para perangkat desa dilakukan 
pelatihan khusus agar semua kegiatan di pemerintahan 
desa dapat dijalankan sesuai dengan kebutuhan di 
pemerintaahan desa. Termasuk untuk menjamin kelancaran 
pemberlakukan undang-undang nomor 6 tahun 2014 
tersebut mba. Meskipun demikian terdapat kekurangan 
dalam operasional di pemerintahan desa Tegalsari Barat 
tersebut, maka pemerintah desa mengambil kebijakan 
dengan mendatangkan atau membuka peluang untuk tenaga 
magang atau tenaga harian yang dapat membantu 
kelancaran kerja di pemerintaahan desa, sehingga apa 
yang diinginkan dan dituju dalam tahun aanggaran 
berjalan dapat terpenuhi secara maksimal dan baik.”  
 
Menurut Bapak Muhammad Latif selaku (Sekretaris desa 
Tegalsari Barat) wawancara pada tanggal 16 Desember 2019 
mengatakan : 
“Menurut saya pengaturan tata kerja yang baik di 
pemerintahan desa merupakan tugas dan kewajiban kami, 
sehingga apapun yang terbaik tetap akan kami lakukan. 
Keberadaan perangkat desa yang terbatas karena mungkin 
tidak semuanya bisa hadir karena ada urusan yang 
mendesak hal ini sering terjadi hambatan dalam suatu 
kinerja. Namun demikian kami berusaha melakukan 
penataan dan pembinaan terhadap para staf di 
pemerintahan desa agar apa yang menjadi tujuan dan 
keinginan kami dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. 
Sebagai upaya untuk mendapatkan hasil kerja yang 
maksimal dan dengan cara yang cepat yaitu menggunakan 
cara-cara pelatihan kerja atau mendatangkan para teknisi 





langkah lainnya yaitu membuka peluang tenanga magang 
atau ya sejenis tenaga harian mba.” 
Berdasarkan hasil wawancara informan, penulis simpulkan bahwa 
bagaimana cara pemerintahan desa Tegalsari Barat dalam mengatasi perangkat 
desa yang kurang secara SDM, karena terkadang keberadaan perangkat desa yang 
terbatas karena berhalangan hadir selain itu pemerintahan desa Tegalsari Barat 
juga mendatangkan para teknisi yang profesional bahkan pemerintah desa 
Tegalsari Barat membuka peluang untuk tenaga magang atau tenaga harian yang 
dapat membantu kelancaran kerja di pemerintahan desa, sehingga apa yang 
diinginkan dan dituju dalam tahun anggaran berjalan dapat terpenuhi secara 
maksimal dan baik. 
7.) Pertanyaan yang diajukan terhadap informan adalah bagaimana 
kualitas pelayanan di kantor kepala desa Tegalsari Barat serta 
bagaimana tingkat kedisiplinan para perangkat desa dalam 
memberikan pelayanan terhadap masyarakat : 
Menurut Bapak Sodikin selaku (Kepala desa Tegalsarari 
Barat) wawancara pada tanggal 24 Desember 2019 mengatakan : 
“Berbicara masalah disiplin, pada dasarnya seluruh 
perangkat desa Tegalsari Barat termasuk saya selaku 
kepala desa sangat memperhatikan masalah waktu kerja 
yang dimulai pada pukul 08.00 WIB dan kembali pada 
pukul 16.00 WIB sehingga masyarakat yang datang 
kekantor desa dapat terlayani dengan baik tanpa ada 






Menurut Bapak Supar selaku (Masyarakat sekitar) 
wawancara pada tanggal 15 Desember 2019 mengatakan : 
“Kantor kepala desa Tegalsari Barat yang saya jumpai, 
sering masih tutup dijam 08.00 WIB maka saya masih 
menunggu perangkat desa untuk membuka kantor dan 
apabila sudah dibuka kadang perangkat yang bagian 
pelayanan datang terlambat sehingga waktu saya banyak 
tersita di kantor kepala desa mba.” 
 
Menurut Bapak Mugi selaku (Masyarakat sekitar) 
wawancara pada tanggal 15 Desember 2019 mengatakan : 
“Masalah disiplin perangkat desa Tegalsari Barat masih 
rendah, meskipun sering kami sarankan dimusyawarahkan 
desa namun hanya beberapa hari mereka disiplin kemudian 
kembali lagi seperti semula.” 
 
Menurut Ibu Sifaul Jannah selaku (Masyarakat Sekitar) 
wawancara pada tanggal 14 Desember 2019 mengatakan : 
“Kualitas dan tingkat kedisiplinannya sangat tidak baik 
sekali mba, biasanya kan di dalam aturan kantor kepala 
desa terdapat aturan jam masuk kerja yaitu pada jam 08.00 
dan pulang pada jam 16.00, tapi pada kenyataanya tidak 
seperti itu mba. Saya pribadi yang tahu dan merasakan 
akan keterlambatan jam masuk kerja para perangkat desa 
dan atasanya mba, mereka baru datang pada jam 08.30 
bahkan ada yang jam 09.00 wah itu menunjukan sangat 
tidak disiplin sekali. Jika dari pihak pegawainya bilang 
selalu datang tepat waktu saya rasa itu hanya pembelaan 
diri sendiri untuk menutupi kesalahannya yang sering sekali 







Menurut Bapak Kliwon selaku (Masyarakat Sekitar) 
wawancara pada tanggal 14 Desember 2019 mengatakan : 
“Mau bilang baik kualitasnya dan kedisiplinanya tapi 
kurang pantas, pada dasarnya sangat berbanding terbalik 
mba dengan prosedur atau aturan yang sudah tertera di 
kantor kepala desa. Soalnya kualitas kinerja pemerintahan 
desa Tegalsari Barat menurut saya masih belum bisa 
dikatan baik mba, ya karena kedisiplinanya juga sih masih 
amburadul dan masih sering terlambat masuk jam kerja 
dan pulang lebih awal. Saya berharap sekali akan 
memperbaiki kualitas kinerjanya dan kedisiplinanya agar 
menciptakan pelayanan yang baik untuk masyarakat.” 
 
Menurut Ibu Ita selaku (Masyarakat Sekitar) wawancara 
pada tanggal 14 Desember 2019 mengatakan : 
“Saya tidak bisa menyimpuulkan baik atau tidak baik, 
soalnya menurut saya pribadi mba ya biasa saja sih dalam 
kualitas pelayanan tapi sangat miris sama tingkat 
kedisiplinanya, karena lebih yang awal masyarakat yang 
datang ke kantor daripada pegawai perangkat desanya.” 
 
Menurut Ibu Sriyah selaku (Masyarakat Sekitar) wawancara 
pada tanggal 14 Desember 2019 mengatakan : 
“Halah saya sudah no coment mba.” 
 
Menurut Bapak Supar selaku (Masyarakat Sekitar) 
wawancara pada tanggal 15 Desember 2019 mengatakan : 
“Tidak baik mba dalam keduanya karena selalu datang 
terlambat dan tidak langsung dilayani biasanya malah 
diajak ngobrol dulu, ini sebenarnya sangat menguras waktu 
saja.” 
Berdasarkan hasil wawancara informan, penulis simpulkan bahwa 





bagaimana tingkat kedisiplinan para perangkat desa dalam memberikan pelayanan 
terhadap masyarakat yaitu dari beberapa pernyataan diatas, bahwa keseriusan 
perangkat desa dalam memberikan pelayanan perlu dipertanyakan terutama 
terhadap konsistensi waktu kerja sesuai ketentuan aturan yang berlaku. Kualitas 
kinerja pemerintahan desa masih kurang baik karena tidak bisa memanfaatkan 
waktu dengan baik dan untuk tingkat kedisiplinan pemerintahan desa Tegalsari 
Barat masih rendah atau kurang baik karena masih saja para perangkat mapun 
atasannya yang masuk terlambat tidak sesuai dengan aturan masuk kerja yang 
tertera di kantor kepala desa Tegalsari Barat. Harusnya perlu ditingkatkan dengan 
memberikan pembinaan dan menerapkan sanksi bagi perangkat desa yang 
melanggar aturan yang telah ditetapkan sebelumnya, karena masalah kualitas 
kinerja dan tingkat kedisiplinan sangat penting dan dapat berpengaruh pada proses 
pemberian pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat.” 
8.) Pertanyaan yang diajukan terhadap informan adalah bagaimana 
mengenai fasilitas penunjang pelayanan dikantor desa Tegalsaari 
Barat : 
Menurut Bapak Roziqin selaku (Kasi pelayanan desa 
Tegalsari Barat) wawancara pada tanggal 24 Desember 2019 
mengatakan : 
“Mengenai fasilitas penunjang pelayanan dikantor kepala 
desa Tegalsari Barat belum lengkap misalnya komputer 1 
unit namun dalam kondisi rusak berat, jadi kami perangkat 
desa dalam proses memberikan pelayanan agak kewalahan 






Menurut Bapak Supar selaku (Masyarakat sekitar) 
wawancara pada tanggal 15 Desember 2019 mengatakan : 
“Melihat fasilitas dikantor desa Tegalsari barat sangat 
kurang saya contohkan seperti kursi tamu/tunggu hanya 4 
buah sehingga kami masyarakat yag lain harus berdiri 
menunggu giliran pelayanan, terkadang komputer 
mengalami kerusakan jadi pelayanan menjadi lambat.” 
 
Menurut Ibu Sriyah selaku (Masyarakat Sekitar) wawancara 
pada tanggal 14 Desember 2019 mengatakan : 
“Saya lihat si belum banyak fasilitas kantor kepala desa 
yang mengisi ruangan ya mba, kayaknya si masih kurang 
sebab terkadang masih adanya fasilitas kantor seperti 
komputer atau printer yang rusak jadi harus bergantian 
bila ingin menggunakannya , hal ini dapat memperlambat 
suatu kinerja untuk melayani masyarakat mba.” 
 
Menurut Ibu Ita selaku (Masyarakat Sekitar) wawancara 
pada tanggal 14 Desember 2019 mengatakan : 
 
“Yang saya lihat pada saat saya ke kantor kepala desa si 
jumlahnya masih sedikit mba.” 
 
Menurut Ibu Triyatun selaku (Masyarakat Sekitar) 
wawancara pada tanggal 14 Desember 2019 mengatakan : 
“Fasilitas di kantor kepala desa Tegalsari Barat kayaknya 
masih minim untuk seperti komputer mba, karena yang saya 
lihat seperti itu.” 
 
Berdasarkan hasil wawancara informan, penulis simpulkan bahwa 
bagaimana mengenai fasilitas penunjang pelayanan dikantor desa Tegalsari Barat  





kepala desa Tegalsari Barat masih sangat minim padahal ini adalah salah satu 
kebutuhan dasar pelayanan yaitu kenyamanan masyarakat dalam menunggu 
proses pelayanan yang diberikan oleh perangkat desa.  
9.) Pertanyaan yang penulis ajukan terhadap informan adalah apakah 
di kantor kepala desa sudah memiliki standar pelayanan : 
Menurut Bapak Sodikin selaku (Kepala desa Tegalsari 
Barat) wawancara pada tanggal 24 Desember 2019 mengatakan : 
“Di kantor kepala desa Tegalsari Barat sudah memiliki 
standar pelayanan yang jelas mba. Seperti prosedur 
pelayanan, waktu pelayanan, biaya pelayanan (jika ada 
biayanya seperti pembuatan sertifikat tanah) karena 
bekerja sama dengan pihak luar, sarana dan prasarana, 
dan kompetensi petugas pelayanan.” 
 
Menurut Bapak Mugi selaku (Masyarakat sekitar) 
wawancara pada tanggal 15 Desember 2019 mengatakan : 
“Saya tidak tahu menahu masalah ada atau tidaknya 
standar pelayanan publik di kantor kepala desa Tegalsari 
Barat, yang saya tahu saya mengurus keperluan saya 
kemudian dilayani oleh perangkat desa, semisal ada 
standar pelayanan tapi ko tidak secepat dalam melayani 
masyarakatnya mba.” 
 
Menurut Ibu Tati Sukesih selaku (Masyarakat Sekitar) 
wawancara pada tanggal 14 Desember 2019 mengatakan : 
“Ya pastinya ada kayaknya disetiap kantor kepala desa 
mba kan adanya standar pelayanan bertujuan untuk 
meningkatkan kualitas kinerja pemerintahan desa jadi hasil 
dari pelayananya baik. tapi saya melihat di kantor kepala 





perangkat desa yang ada dikantor, tapi jikalau ada menurut 
saya kok biasa saja ya kinerja perangkat desa dalam 
melayani masyarakat. Biasanya jika ada standar pelayanan 
kan pastinya cepat dalam melayani masyarakat karena ini 
bisa membantu urusan masyarakat agar cepat selesai 
mba.” 
 
Menurut Ibu Sriyah selaku (Masyarakat Sekitar) wawancara 
pada tanggal 14 Desember 2019 mengatakan : 
“Jika benar adanya standar pelayanan kok saya tidak 
merasakannya ya mba. Padahal jika ada itu sangat bagus 
loh agar kualitas pelayananya yang dihasilkan baik.” 
 
Berdasarkan hasil wawancara informan, penulis simpulkan bahwa 
apakah di kantor kepala desa sudah memiliki standar pelayanan jelas seperti yang 
di tuturkan oleh Bapak Sodikin bahwa di kantor kepala desa Tegalsari Barat sudah 
memiliki standar pelayanan, namun masyarakat sebagian belum mengetahui dan 
sudah mengetahui mengenai bahwa di kantor kepala desa Tegalsari Barat sudah 
ada standar pelayanan, karena pada kenyataannya yang di rasakan masyarakat 




b.  Responsivitas, kemampuan perangkat desa untuk menggali 
kebutuhan masyarakat 
1.) Pertanyaan yang diajukan terhadap informan adalah sejauhmana 
pemerintahan desa Tegalsari Barat dapat menampung keluh kesah 





Menurut Bapak Sodikin selaku (Kepala Desa Tegalsari Barat) 
wawancara pada tanggal 16 Desember 2019 mengatakan : 
“Ya sesuka hati masyarakatnya saja, kami siap menampung 
dan membantunya sesuai dengan ketentuan kinerja 
pemerintah desa. Tapi jika keluh kesahnya ngawur ya kami 
tidak akan menerimanya.” 
 
Menurut Bapak Roziqin selaku (Kasi Pelayanan desa 
Tegalsari Barat) wawancara pada tanggal 16 Desember 2019 
mengatakan : 
“Kami dengan senang hati jika masyarakat mau 
menyalurkan aspirasinya kepada kami. Jika dari masyarakat 
dalam menyalurkan aspirasinya bermaksud membutuhkan 
pelayanan yang sangat mendesak atau mendadak in sya allah 
kami akan mengusahakan membantunya, tapi dari kami tidak 
bisa menjanjikan akan bisa terlayani karena menyangkut 
dengan waktu. Tapi terkadang juga kita agak risih dan malas 
jika masyarakat menuntut ini itu mba.” 
 
Menurut Bapak Muhammad Latif selaku (Sekretaris Desa 
Tegalsari Bara) wawancara tanggal 16 Desember 2019 pada 
mengatakan : 
“Sebesar mungkin mba, sesuka masyarakat jika ada suatu 
hal yang menyangkut dengan kebutuhan pelayanan kami 
akan membantunya tapi jika mendadak ya kami tidak bisa 
menjanjikan akan cepat kelar.” 
Berdasarkan hasil wawancara informan, penulis simpulkan bahwa 
pemerintahan desa Tegalsari Barat membuka lebar bagi siapa yang menyalurkan 





membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan pelayanan tapi di sini 
pemerintah desa tidak bisa menjanjikan akan bisa selesai cepat karena 
menyangkut dengan waktu dan terkadang pemerintahan desa juga malas melayani 
masyarakat jika masyarakat menuntut ini dan itu. 
2.) Pertanyaan yang diajukan terhadap informan adalah apakah pelayanan 
yang di berikan pemerintahan desa Tegalsari Barat sudah 
menunjukkan sifat keadilan di masyarakat : 
Menurut Bapak Sodikin selaku (Kepala desa Tegalsari Barat) 
wawancara pada tanggal 16 Desember 2019 mengatakan : 
“Sudah, menurut saya selaku kepala desa Tegalsari Barat 
pelayanan yang kami berikan sudah menunjukkan sifat 
keadilan bagi masyarakat, pelayanan yang kami lakukan 
bersifat menyeluruh tidak membeda-bedakan mana yang 
kaya mana yang biasa dan mana yang pejabat bahkan bagi 
yang tidak mampu kami perhatikan secara khusus semua.” 
 
Menurut Bapak Supar selaku (masyarakat sekitar) wawanara 
pada tanggal 15 Desember 2019 mengatakan : 
“Bagi saya sendiri belum sepenuhnya adil mba, karena saya 
sendiri merasakan pada saat mau membuat surat pengantar 
dari desa untuk membuat KTP malah yang di dahulukan 
yang berpakaian rapih berpangkat. Sedangkan saya yang 
disuruh antri padahal sudah giliran saya yang maju. Dan 
selain itu dalam menentukan siapa saja yang mendapatkan 
bantuan menurut saya belum sepenuhnya adil, karena 
kadang yang lebih membutuhkan tidak mendapatkan justru 
yang rumahnya bagus punya banyak motor berkecukupan 





Menurut Ibu Sriyah selaku (Masyarakat Sekitar) wawancara 
pada tanggal 15 Desember 2019 mengatakan : 
“Saya tidak bisa menyimpulkan sendiri mba, kurang tahu 
masalah adil atau tidak adilnya suatu pelayanan kepada 
masyarakat luas. Karena di luar yang sering saya dengar 
katanya ada yang dapat santunan ada yang tidak. Jadi saya 
kurang paham yang sebenarnya.” 
 
Menurut Ibu Triyatun selaku (Masyarakat Sekitar) 
wawancara pada tanggal 15 Desember 2019 mengatakan : 
“Belum mba, karena terkadang masih pilih kasih terhadap 
masyarakat yang akan mengasih imbalan selesai pelayanan 
selesai.” 
Menurut Bapak Mugi selaku (Masyarakat Sekitar) 
wawancara pada tanggal 15 Desember mengatakan : 
“Mau bilang adil tapi belum adil, ya itu sama kaya pendapat 
ibu Triyatun bahwa masih pilih kasih terhadap yang mau 
ngasih imbalan.” 
 
Menurut Bapak Kliwon selaku (Masyarakat Sekitar) 
wawancara pada tanggal 15 Desember 2019 mengatakan : 
“Tidak adil mba sangat tidak adil karena lebih 
mementingkan yang berpangkat dan berduit jika melayani. 
Sedangkan kita hanya orang biasa ya sudah tersisih oleh 
yang berduit.” 
 
Berdasarkan hasil wawancara informan, penulis simpulkan bahwa 





dari pihak pemerintah desa Tegalsari Barat sudah mengatakan adil kepada 
masyarakat. Tetapi menurut masyarakat dari beberapa informan masih ada yang 
mengatakan belum adil karena lebih mengutamakan yang berpangkat dan berduit. 
Sedangkan dari kalangan biasa tersisihkan. Hal ini sungguh menggambarkan sifat 
tidak keadilan karena masih saja memilih mana yang berduit dan mana yang 
tidak, dan semua ini sangat disayangkan sekali. 
3.) Pertanyaan yang diajukan terhadap informan adalah dalam setiap kali 
usulan-usulan yang ditunjukan kepada pemerintahan desa Tegalsari 
Barat, apakah semua usulan-usulan tersebut mendapat persetujuan atau 
di tindak lanjut dari pihak pemerintahan desa atau usulan-usulan yang 
tidak diterima 
a. Contoh usulan yang diterima  
b. Contoh usulan yang tidak diterima : 
Menurut Bapak Muhammad Latif selaku (Sekretaris desa 
Tegalsari Barat) wawancara pada tanggal 16 Desember 2019 
mengatakan : 
a. “Banyak usulan yang kami terima dari masyarakat mba 
contohnya seperti pembuatan sertifikat masal, pembangunan 
jalan, pertanian, dan penomoran rumah. 
b. Ya ada yang direspon tergantung realisasinya saja, kalau itu 
masuk akal ya kami terima dan in sya allah akan kami 
wujudkan untuk masyarakat, dan yang paling tidak direspon 
oleh pihak kami yang sekiranya tidak masuk akal dan banyak 






Menurut Bapak Roziqin selaku (Kasi pelayanan desa 
Tegalsari Barat) wawancara pada tanggal 16 Desember 2019 
mengatakan : 
a. “Ya, pasti kami dengarkan dan jika usulan dari masyarakat 
bagus dan berguna untuk bersama pasti akan di terima 
usulan tersebut, misalnya sertifikat masal, perbaikan jalan, 
pembuatan sarana olahraga, penambahan pos ronda, 
penambahan lampu di jalan yang gelap, dan laim-lain.” 
 
b. “Yang sekiranya tidak masuk akal.” 
 
Menurut Bapak Sodikin selaku (Kepala desa Tegalsari Barat) 
wawancara pada tanggal 16 Desember 2019 mengatakan : 
a. “Pasti kami dengarkan dan mempersilahkan untuk 
menyampaikan usulan, apa saja usula-usulan dari 
masyarakat dan kami tidak langsung meng acc semua 
usulan-usulan dari masyarakat. Pastinya kita akan memilah 
mana yang lebih penting untuk kita wujudkan mba yang 
penting sabar dan ada anggaran” 
b. “Usulan yang bersifat aneh dan tidak bermutu.” 
  
Menurut Bapak Sarino selaku (Masyarakat Sekitar) 
wawancara pada tanggal 14 Desember 2019 mengatakan : 
“Ya didengarkan si mba oleh pemerintahan desanya tapi ya 
terkadang sambil ti tinggal wara-wiri juga mba, dan 
menurut saya si mungkin kita harus legowo ya mba untuk 
menunggu diwujudkan usulan-usulan kita, sampai saat ini 
yang belum terwujud yaitu adanya penambahan 
penerangan di sepanjang sudut jalan dengan menggunakan 
lampu tenaga surya tapi sampai saat ini si belum terlihat 
keniatan dari pihak pemerintahan desa untuk mengajukan 
itu ke pihak yang lebih berwenang. Padahal itu sangat 





desa yang cenderung sepi supaya masyarakat yang melintas 
tidak merasa ketakutan lagi.” 
Berdasarkan hasil wawancara informan, penulis simpulkan bahwa dalam 
setiap usulan-usulan yang ditunjukan kepada pemerintahan desa Tegalsari Barat 
sebenarnya sebagian besar sudah mendapatkan persetujuan atau sudah ditindak 
lanjuti bahkan beberapa yang sudah di wujudkan seperti pembuatan sertifikat 
masal, pembangunan jalan atau perbaikan jalan penomoran rumah, dan 
pembangunan sarana olahraga. Dan pemerintahan desa Tegalsari Barat biasanya 
tidak langsung menyetujui langsung usulan-usulan dari masyarakat, pemerintahan 
desa Tegalsari Barat akan memilah terlebih dahulu sebelum mewujudkan usulan 
yang dari masyarakat. Selain itu pemerintahan desa Tegalsari Barat akan menolak 
usulan-usulan dari masyarakat bila bersifat tidak masuk akal. Adapun menurut 
masyarakat desa Tegalsari Barat yang mengeluh akan terpenuhinya penambahan 
penerangan jalan dari tenaga surya yang dijanjikan oleh pemerintahan desa 
Tegalsari Barat.” 
4.) Pertanyaan yang diajukan terhadap informan adalah bagaimana 
responsivitas anda selaku masyarakat terhadap kinerja pemerintahan 
desa Tegalsari Barat dalam pelayananya : 
Menurut Bapak Slamet Riyono selaku (Masyarakat Sekitar) 
wawancara pada tanggal 15 Desember 2019 mengatakan : 
“Menurut saya dalam segi kinerjanya masih belum baik mba 
dan pelayanan yang diberikan juga belum menunjukkan 
sesuai dengan prosedur. Tinggal bagaimana saja supaya 
kinerja pemerintah desa Tegalsari Barat dalam melayani 
masyarakat dapat di katakan baik atau mungkin sangat baik 





Menurut Ibu Sriyah selaku (Masyarakat sekitar) wawancara 
pada tanggal 15 Desember 2019 mengatakan : 
“Saya kurang puas dengan kinerjanya, pelayanannya juga, 
karena seperti yang saya bilang saya sudah kecewa mba.” 
Menurut Bapak Mugi selaku (Masyarakat sekitar) wawancara 
pada tanggal 15 Desember 2019 mengatakan : 
“Kinerja pemerintah desa Tegalsari Barat itu sebenernya 
masih jelek mba karena terkadang dari pihak pemerintah desa 
khususnya perangkat desa yang tidak bisa menghemat waktu 
yang benar.” 
Berdasarkan hasil wawancara informan, penulis simpulkan bahwa 
responsivitas masyarakat terhadap kinerja pemerintahan desa dalam pelayananya 
sebagian besar mengatakan belum baik, karena dari pemerintahan desa khususnya 
perangkat desa yang kurang efektif dalam memanfaatkan waktu. 
5.) Pertanyaan yang diajukan terhadap informan adalah bagaimana 
perangkat desa .dalam kecepatan merespon suatu pelayanan terhadap 
masyarakat : 
Menurut Bapak Roziqin selaku (Kasi pelayanan desa 
Tegalsari Barat) wawanara pada tanggal 16 Desember 2019 
mengatakan : 
“Secepat mungkin mba, soalnya ini kan menyangkut 







Menurut Bapak Supar selaku (Masyarakat sekitar) 
wawancara pada tanggal 15 Desember 2019 mengatakan : 
“kecepatan pelayanan di kantor desa Tegalsari Barat 
menurut saya masih lambat mba belum menunjukkan 
kegesitannya, soalnya butuh waktu yang cukup lama untuk 
mendapatkan respon dari pihak perangkat desanya. Karena 
pada saat saya datang mengantar anak saya  harus 
menunggu terlebih dahulu karena perangkatnya waktu itu 
malah bermain catur dan pada saat saya bilang pak saya 
mau minta surat izin perpindahan KTP, dan jawabanya yaitu 
nanti pak nanggung silahkan bapak duduk sembari 
menunggu sebentar. Disini saya mulai beranggapan tingkat 
keepatan dalam pelayanan dalam merespon masyarakat 
masih lambat mba.”  
Menurut Ibu Sriyah selaku (Masyarakat sekitar) wawancara 
pada tanggal 15 Desember mengatakan : 
“Jika dari pihak perangkat desanya mengatakan sangat 
cepat itu salah mba, wong saya yang merasakan kok 
bagaimana proses demi proses pelayanan yang diberikan 
oleh perangkat desa. Saya harap tolonglah tingkatkan lagi 
mutu pelayananya demi kenyamanan masyarakat.” 
Berdasarkan hasil wawancara informan, penulis simpulkan bahwa 
bagaimana perangkat desa .dalam kecepatan merespon suatu pelayanan terhadap 
masyarakat menurut pendapat salah satu perangkat desa Tegalsari Barat yaitu 
sudah menunjukkan kecepatan dalam merespon suatu pelayanan terhadap 
masyarakat, lain halnya dengan pendapat masyarakat sekitar bahwa masih 





c.) Responsibilitas pelaksanaan kegiatan yang harus di lakukan 
sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar sesuai 
dengan kebijakan organisasi. 
1.) Pertanyaan yang diajukan terhadap informan adalah apakah ada 
biaya khusus dalam pelayanan yang di berikan kepada masyarakat 
: 
Menurut Bapak Roziqin selaku (Kasi pelayanan desa 
Tegalsari Barat) wawancara pada tanggal 16 Desember 2019 
mengatakan : 
“Tidak ada, karena ini bersifat sosial.” 
 
Menurut Bapak Sodikin selaku (Kepala desa Tegalsari 
Barat) wawancara pada tanggal 16 Desember 2019 mengatakan : 
“Gratis mba tidak dipungut biaya sepeserpun karena ini 
bersifat sosial.” 
Menurut Bapak Supar selaku (Masyarakat sekitar) 
wawancara pada tanggal 15 Desember 2019 mengatakan : 
“Tidak ada mba, tapi kadang ada salah satu perangkat 
yang meminta rokok sebagai tanda terimakasih tetapi 
tidak meminta uang melainkan rokok.” 
Menurut Bapak Mugi selaku (Masyarakat sekitar) 
wawancara pada tanggal 15 Desember 2019 mengatakan : 
“Ya paling hanya sekedar minta rokok mba katanya sih 
itu bust pemanis atau ucapan terimakasih saja. Tapi 
menurut saya itu tidak baik mba wong sudah jelas 
pelayanan di kantor kepala desa itu gratis tapi masih ada 





Menurut Ibu Triyatun selaku (Masyarakat sekitar) 
wawancara pada tanggal 15 Desember 2019 mengatakan : 
“Waktu itu saya hanya memberikan uang 20.000 dan di 
terima oleh perangkat desanya mba. padahal sudah jelas 
bahwa gratis ya mba tapi kok masih ada yang mau 
menerima upah atau imbalan dari masyarakat.” 
Berdasarkan hasil wawancara informan, penulis simpulkan bahwa 
apakah ada biaya khusus dalam pelayanan yang di berikan kepada masyarakat 
yaitu tidak ada karena bersifat sosial tapi menurut argumen para informan bahwa 
perangkat desa hanya meminta buah tangan saja sekedar untuk ucapan 
terimakasih dan salah satu informan bahkan memberikan uang padahal sudah jelas 
terteta di prosedur ketentuannya jika pelayanan di kantor kepala desa itu bersifat 
gratis, tapi masih saja ada yang meminta dan menerima imbalan tersebut. 
2.) Pertanyaan yang diajukan terhadap informan adalah apakah ada 
batas waktu kinerja pemerintahan desa Tegalsari Barat dalam 
melayani kebutuhan Masyarakat : 
Menurut Bapak Roziqin selaku (Kasi pelayanan desa 
Tegalsari Barat) wawancara pada tanggal 16 Desember 2019 
mengatakan : 
“Ada, tentu saja ada batas waktunya sesui apa yang 
rakyat akan membuat surat tentang apa. Dan mungkin 
pada saat jam istirahat ya tentu di jeda dulu sampai jam 
istirahat selesai.” 
Menurut Bapak Sodikin selaku (Kepala desa Tegalsari 





“Ada, misalnya sudah di luar jam kerja kita sudah tidak 
bisa melayani masyarakat.” 
 
Menurut Bapak Muhammad Latif selaku (Sekretaris desa 
Tegalsari Barat) wawancara pada tanggal 16 Desember 2019 
mengatakan : 
“Tentu saja ada karena kita kan punya keluarga di rumah 
juga mba, jadi kalau sudah waktunyaa di luar jam kerja 
ya artinya waktu kita hanya untuk keluarga.” 
 
Menurut Bapak Sarino selaku (Masyarakat Sekitar) 
wawancara pada tanggal 14 Desember 2019 mengatakan : 
“Yang dikatakan dari pihak pemerintahan desa si ada 
mba, tapi terkadang cukup lama padahal sudah beberapa 
hari pada saat pertama mengurus urusan, namun saat 
ditanyakan apa sudah selesai eh dijawabnya belum pak 
soalnya ada kendala gangguan teknis ini komputer rusak 
lah printer rusak. Hal itu hanya enguras waktu 
masyarakat sebenarnya mba untuk sekedar menunggu 
saja.” 
 
Menurut Ibu Kliwon selaku (Masyarakat Sekitar) 
wawancara pada tanggal 14 Desember 2019 mengatakan : 
“Ada mba, walaupun kita harus menunggu cukup lama.” 
 
Menurut Ibu Sriyah selaku (Masyarakat Sekitar) wawancara 
pada tanggal 14 Desember 2019 mengatakan : 
“Kayaknya ada mba, kalau tidak salah pernah di tuturkan 
salah satu perangkat desa pada saat saya membuat surat 





Berdasarkan hasil wawancara informan, penulis simpulkan bahwa 
apakah ada batas waktu kinerja pemerintahan desa dalam melayani kebutuhan 
masyarakat yaitu memang benarnya ada batas waktu kinerja pemerintah desa 
Tegalsari Barat, misalnya di luar jam istirahat dan saat di rumah. Dan menurut 
masyarakat juga harus menunggu waktu yang cukup lama untuk menyelesaikan 
urusan karena terkadang muncul kendala atau gangguan teknis yang berkaitan 
dengan alat kerja pemerintahan desa. 
3.) Pertanyaan yang diajukan terhadap informan adalah apakah ada 
persyaratan khusus yang harus di penuhi masyarakat untuk 
mendapatkan pelayanan yang baik : 
Menurut Bapak Roziqin selaku (Kasi pelayanan) 
wawanara pada tanggal 16 Desember mengatakan : 
“Ya tentu ada mba seperti kemarin pembuatan sertifikat 
masal yang harus di bawa yaitu KTP dan Kartu 
Keluarga.” 
 
Menurut Bapak Sodikin selaku (Kepala desa Tegalsari 
Barat) wawancara pada tanggal 16 Desember 2019 mengatakan : 
“Ada sesuai dengan apa yang akan di butuhkan 
masyarakat.” 
 
Menurut Bapak Muhammad Latif selaku (Sekretaris desa 






“Ada ya paling semacam KTP, Kartu Keluarga, surat 
nikah orang tua udaah gitu saja.” 
 Berdasarkan hasil wawancara informan, penulis simpulkan bahwa 
apakah ada persyaratan khusus yang harus di penuhi masyarakat untuk 
mendapatkan pelayanan yaitu tentu saja ada sesuai dengan apa yang akan di buat, 
persyaratan itu seperti KTP, Kartu Keluarga, Surat nikah orang tua dan lain 
sebagainya. 
4.) Akuntabilitas menunjukkan seberapa besar kebijakan dan 
kegiatan organisasi itu konsisten dengan kehendak masyarakat 
banyak. 
1.) Pertanyaan yang diajukan terhadap informan adalah sejak kapan 
dan bagaiman pemerintahan desa Tegalsari Barat melaksanakan 
Undang-undang nomor 6 tahun 2014 : 
Menurut Bapak Sodikin selaku (Kepala desa Tegalsari 
Barat) wawancara pada tanggal 16 Desember 2019 mengatakan : 
“Alhamdulillah kami sebagai perangkat desa Tegalsari 
Barat bersama masyarakat desa Tegalsari Barat telah 
mampu menjalankan undang-undang nomor 6 tahun 2014 
sejak 2015, meskipun pada awal masa transisi itu banyak 
terdapat kendala karena adaaptasi dengan regulasi yang 
baru, naamun proses membutuhkan waktu sehingga baru 
tahun 2016 dapat dilaksanakan dengan baik.”  
Menurut Bapak Muhammad Latif selaku (Kasi pelayanan 






“Berdasarkan pengetahuan saya undang-undang nomor 6 
tahun 2014 di tetapkan pada akhir tahun 2014 sehingga 
desa baru dapaat melaksanakannya pada tahun 2015, 
namun baru bisa berjalan lancar pada tahun 2016 hal ini 
karena semua membutuhkan persiapan.  
Berdasarkan hasil wawancara informan, penulis simpulkan bahwa sejak 
kapan dan bagaimana pemerintahan desa Tegalsari Barat melaksanakan uu nomor 
6 tahun 2014 yaitu sejak tahun 2015 walaupun pada awalnya masih banyak 
kendala karena harus adaptasi dengan regulasi yang baru dan mulai berjalan 
dengan lancar pada tahun 2016. 
2.) Pertanyaan yang diajukan terhadap informan adalah kendala apa 
yang dihadapi oleh pemerintahan desa Tegalsari Barat dalam 
melaksanakan undang-undang nomor 6 tahun 2014 : 
Menurut Bapak Sodikin selaku (Kepala desa Tegalsari 
Barat) wawanara pada tanggal 16 Desember 2019 mengatakan : 
“Yang namanya program itu sebenarnya telah ditata 
sedemikian rupa mba, namun kendala itu memang ada 
juga, yang meliputi keterbatasan dana tersebut membuat 
masyarakat belum dapat dilayani keinginanya secara 
maksimal, sehingga masih ada kekurangannya, kemudian 
masyarakat terkadang tidak memberi dukungan secara 
maksimal, seperti dalam hal swadaya masyarakat misalkan 
apabila dapat dimaksimalkan, in sya allah pelaksanaan uu 
nomor 6 tahun 2014 tersebut hasilnya dapat lebih 
maksimal.” 
 
Menurut Bapak Muhammad Latif selaku (Sekretaris desa 






“Jika dituruti keinginan masyarakat desa Tegalsari Barat 
itu sangat besar sekali kebutuhan dananya, namun karena 
anggaran yang tersedia terbatas, jadi kendalanya semua 
program untuk masyarakat di seluruh desa belum dapat 
dijangkau secara maksimal. Hal itu karena untuk 
pelaksanaan undang-undang tersebut dalam rapat diatur 
bentuk pemerataan, sehingga semuanya merasakan 
meskipun tidak secara sepenuhnya.” 
Berdasarkan hasil wawancara informan, penulis simpulkan bahwa 
Kendala apa yang dihadapi oleh pemerintahan desa Tegalsari Barat dalam 
melaksanakan undang-undang nomor 6 tahun 2014  yaitu berkaitan dengan dana 
anggaran yang terbatas. 
3.) Pertanyaan yang diajukan terhadap informan adalah bagaimana 
pertanggung jawaban dari pemerintahan desa Tegalsari Barat 
dalam memberikan suatu pelayanan kepada masyarakat : 
Menurut Ibu Sriyah selaku (Masyarakat sekitar) wawancara 
pada tanggal 15 Desember 2019 mengatakan : 
“Nah ini yang bikin saya kecewa dalam tanggung jawabnya 
mba, karena pada saat pembagian undangan bahwa 
sertifikat masal sudah jadi, saya dapat undangan tapi ketika 
saya ke balai desa untuk mengambil sertifikat itu ketika 
nama saya dipanggil panitia lah malah punya saya belum 
jadi. Di sini saya sempat menanyakan atau komplain 
kenapa saya dapat undangan bahwa isi undangan tentang 
pengaambilan sertifikat yang sudah jadi tapi pada 
kenyataanya malah belum jadi. Saya merasa kecewa 
dengan petugaas panitianya mba.” 
Menurut Ibu Triyatun selaku (Masyarakat Sekitar) 





“Sama mba, saya juga kecewa dengan tanggung jawabnya 
yang masalah pembuatan sertifikat sebelumnya saya 
merasa tenang kan sudah dapat undangan dari balai desa 
kan berarti sertifikat saya sudah jadi dan ketika saya mau 
mengambil sertifikat tersebut malah katanya nama anda 
tidak ada bu berarti belum jadi. Bingungnya saya kenapa 
saya dapat undangan tapi sertifikat belum jadi.” 
Menurut Bapak Supar selaku (Masyarakat sekitar) 
wawancara pada tanggal 15 Desember 2019 mengatalan : 
“Sudah mengecewakan kami mba, masalah tanggung jawab 
urusan mereka yang lain untuk menilai sendiri terhadap 
kinerja pemerintah desa, kalau menurut saya tanggung 
jawab dari pemerintahan desa tidak baik.” 
Berdasarkan hasil wawancara informan, penulis simpulkan bahwa 
Bagaimana pertanggung jawaban dari pemerintah desa Tegalsari Barat dalam 
memberikan suatu pelayanan kepada masyarakat belum menunjukkan 
kemaksimalan dalam menjalankan sebuah tanggung jawab kepada masyarakat hal 
ini menyebabkan masyarakat kecewa terhadap kinerja pemerintah desa dalam 
pelayanan. 
4.) Pertanyaan yang diajukan terhadap informan adalah bagaimana 
kejelasan perangkat desa Tegalsari Barat dalam memberikan 
kejelasan mengenai suatu hal yang berkenaan dengan pelayanan 
kepada masyarakat : 
Menurut Bapak Roziqin (Kasi pelayanan desa 
Tegalsari Barat) wawancara pada tanggal 16 Desember 





“Dijelaskan dengan sejelas-jelasnya mba. Contoh saja 
ketika membuat surat izin menikah bahwa menikah di KUA 
itu gratis dan di rumah membayar Rp 600, dan lain-lain. 
Menurut Bapak Sodikin  selaku (Kepala desa Tegalsari 
Barat) wawancara pada tanggal 16 Desember 2019 mengatakan : 
“Sejelas-jelasnya sampai orangnya paham mba biar tidak 
bingung lagi mengenai hal-hal yang di tanyakan. Tapi jika 
masyarakat belum paham juga ya berarti pikirran mereka belum 
nyampai mba.” 
Menurut Bapak Muhammad Latif selaku (Sekretaris desa 
Tegalsari Barat) wawancara pada tanggal 16 Desember 2019 
mengatakan : 
“Sejelas-jelasnya nyampai masyarakatnya paham.”  
 
Menurut Bapak Kliwon selaku (Masyarakat Sekitar) 
wawancara pada tanggal 14 Desember 2019 mengatakan : 
“Wong kalau menjelaskan tidak begitu jelas mba, bohong 
itu kalau dari pihak pemerintahan desa mengatakan 
sejelas-jelasnya. Kalau ngejelasinya sambil main 
handphone si bagaimana kita bisa cepat paham mba, wong 
nyambi balesin chattingan ya tidak selancar untuk 
menjelaskan karena terbagi konsennya dengan 
handphonenya.” 
 
Menurut Ibu Anah selaku (Masyarakat Sekitar) wawancara 
pada tanggal 14 Desember 2019 mengatakan : 
“Kurang jelas mba dalam menyampaikan penjelasan 






Berdasarkan hasil wawancara informan, penulis simpulkan bahwa 
bagaimana kejelasan perangkat desa Tegalsari Barat dalam memberikan kejelasan 
mengenai suatu hal yang berkenaan dengan pelayanan kepada masyarakat yaitu 
dari pemerintahan desa menjelaskan sejelas-jelasnya agar masyarakat tidak 
kebingungan dan menjadi paham, tapi pendapat dari masyarakat sangat 
berbanding terbalik dengan apa yang dituturkan oleh pemerintahan desa. Menurut 
masyarakat pemerintahan desa dalam menjelaskan yang berkaitan dengan 
pelayanan masih kurang jelas karena dalam menjelaskannya sambil sibuk 
memainkan handphonenya hal ini yang menyebabkan masyarakat kurang paham 
akibatnya masyarakat masih bingung dan sering menanyakan kembali tentang dari 
penjelasan oleh pemerintahan desa tersebut. 
5.) Pertanyaan yang diajukan terhadap informan adalah bagaimana 
langkah bapak dalam memantau kinerja perangkat desa dalam 
bertugas melayani masyarakat : 
Menurut Bapak Sodikin selaku (Kepala desa Tegalsari 
Barat) wawancara pada tanggal 24 Desember 2019 mengatakan : 
“Cara saya adalah dengan melakukan komunikasi yang 
saya lakukan secara intens merupakan salah satu cara 
pendekatan dengan perangkat desa atau bawahan saya. 
Komunikasi yang biasanya diawali dengan guyonan akan 
tidak terasa menjadikan perbincangan yang menegangkan 
atau panas mba, hal ini saya lakukan dengan tujuan untuk 
memberikan dorongan atau semangat kerja kepada 
perangkat desa. Serta mempengaruhi kinerja perangkat 





Berdasarkan hasil wawancara informan, penulis simpulkan bahwa 
bagaimana langkah bapak dalam memantau kinerja perangkat desa dalam bertugas 
melayani masyarakat yaitu dengan cara melakukan komunikasi secara intens 
terhadap perangkat desa, tapi didalam komunikasi ini sebelum mengarah ke 
pembicaraan yang mendalam diawali dengan guyonan agar tidak menjadikan 
suasana yang tegang dan panas. Melainkan bertujuan untuk memberikan dorongan 
atau semangat kerja kepada perangkat desa. Serta mempengaruhi kinerja 
perangkat desa agar lebih baik dari sebelumnya. 
6.) Pertanyaan yang diajukan terhadap informan adalah bisakah 
bapak menjelaskan bagaimana langkah-langkah yang diambil 
untuk memantau kinerja perangkat desa : 
Menurut Bapak Sodikin selaku (Kepala desa Tegalsari 
Barat) wawancara pada tanggal 24 Desember 2019 mengatakan : 
“Ya bisa dilihat dari kedisiplinannya atau kerja yang 
dilakukannya  mba. Kedisiplinan bisa dilihat dari absensi 
kehadiran ke kantor, sedangkan hasil kerja bisa dilihat dari 
kesiapan dalam menyelesaikan tugas dengan baik.” 
Menurut Bapak Muhammad Latif selaku (Sekretaris desa 
Tegalsari Barat) wawancara pada tanggal 24 Desember 2019 
mengatakan : 
“Dengan cara melihat pekerjaan yang dilakukannya mba. 
Hal ini bisa dilihat dari keprofesionalan atau kompetensi 
yang dimiliki, memang benar keadaanya perangkat desa di 
kantor desa ini belum sepenuhnya baik atau bisa dikatan 
belum sepenuhnya profesional karena masih adanya 





Berdasarkan hasil wawancara informan, penulis simpulkan bahwa 
bisakah bapak menjelaskan bagaimana langkah-langkah yang diambil untuk 
memantau kinerja perangkat desa yaitu dari kedisiplinannya atau kerja yang 
dilakukannya dan keprofesionalanya dalam kinerjanya. 
7.) Pertanyaan yang diajukan terhadap informan adalah siapa yang 
bertanggung jawab dalam pelaksanaan pelayanan kepada 
masyarakat : 
Menurut Bapak Sodikin selaku (Kepala desa Tegalsari 
Barat) wawancara pada tanggal 24 Desember 2019 mengatakan : 
“Ya tentu jadi tanggung jawab saya mba selaku kepala 
desa, tapi dalam setiap pelayanan kan pasti yang turun 
tangan langsung adalah kasi pelayanan yang berwenang 
untuk memproses pelayanan masyarakat, nah saya tinggal 
memantau bagaimana kinerja perangkat tersebut dalam 
memberikan pelayananya kepada masyarakat.” 
  
Menurut Bapak Muhammad Latif selaku (Sekretaris desa 
Tegalsari Barat) wawancara pada tanggal 24 Desember 2019 
mengatakan : 
“Yaitu tentu kepala desa dan semua staf perangkat desa 
Tegalsari Barat mba. Tinggal bagaimana kita dalam 
melayani masyarakatnya saja.” 
 
Berdasarkan wawancara informan, penulis simpulkan bahwa yang 
bertanggung jawab dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat adalah 





8.) Pertanyaan yang diajukan terhadap informan adalah apa yang 
sudah dilakukan Bapak sebagai pemerintahan desa Tegalsari 
Barat : 
Menurut Bapak Sodikin selaku (Kepala desa Tegalsari 
Barat) wawanara pada tanggal 24 Desember 2019 mengatakan : 
“Dalam menerima perintah tersebut, maka kami sebagai 
pemerintahan desa, langsuung mengadakan beberapa rapat 
dan mengumpulkan seluruh komponen desa yang ada untuk 
berembung dan bagaimana membahas langkah-langkah 
yng harus diambil dan langkah apa yang dapat memberikan 
kelancaran pada jalannya program tersebut. Hal ini 
mengingat pemberlakukan undang-undang nomor 6 tahun 
2014 sangat erat dengan permasalahan pembangunan di 
desa kami mba. Oleh karena itu kami berusaha keras untuk 
mampu berbuat secara maksimal agar tidak menghadapi 
kesulitan dikemudian harinya.” 
 
Menurut Bapak Muhammad Latif selaku (Sekretaris desa 
Tegalsari Barat) wawancara pada tanggal 16 Desember 2019 
mengatakan : 
“Menurut pengetahuan saya mba, bahwa pemerintahan 
desa Tegalsari Barat ini telah berusaha keras dalam 
melaksanakan pembangunan sebagaimana ketersediaan 
dana desa tersebut, meskipun demikian kenyataan masih 
terdapat kekurangan dibeberapa lokasi, termasuk upaya 
pemberdayaan masyarakat baik dalam rangka ikut serta 
dalam pembangunan maupun dalam usaha menjadikan 
desa Tegalsari Barat sebagai desa mandiri.  
Menurut Bapak Roziqin selaku (Kasi pelayanan desa 






“Selama ini pemerintahan desa Tegalsari Barat telah 
berusaha melakukan kinerja yang baik in sya Allah sesuai 
dengan undang-undang nomor 6 tahun 2014 seperti yang 
disinggung Bapak kepala desa secara maksimal dan 
berusaha keras agar semua masyarakat memahami dan 
mendukung segala program yang dirancang sebagaimana 
diatur dalam undang-undang tersebut. Namun 
terkadangdiantara pemerintahan dan masyarakat terdapat 
ketidak seimbangan dan terjadi kestimpangan dapat 
memahaminya mba. Kemudian dalam pelaksanaan 
dilapangan menimbulkan pro dan kontra antara yang 
mendukung dan yang menolak program di pemerintahan 
desa tersebut. Namun demikian di pemerintahan desa 
sebenarnya sudah banyak yang dilaksanakan untuk 
memajukan masyarakat di desa Tegalsari Barat, mulai dari 
pembangunan sarana fisik yang mencakup pembangunan 
sarana desa, sarana pertanian, sarana peribadahan daan 
sebagainya. Keadaan ini semua perangkat desa digerakkan 
secara maksimal oleh para perangkat dengan penuh 
semangat dalam upaya memaajukan desa kami seperti itu 
kiranya mba.” 
Menurut Bapak Muthohirin selaku (Kasi pemerintahan) 
wawanara pada tanggal 16 Desember 2019 mengatakan : 
“Menurut saya pribadi di desa Tegalsari Barat telah 
melaksanakan kinerja yang baik untuk melayani 
masyarakat selain itu juga dalam semacam pembangunan 
di desa telah menjalankan sebaik-baiknya.” 
Adapun sanggahan dari Bapak Sarino selaku (Masyarakt 
Sekitar) wawancara pada tanggal 15 Desember 2019 mengatakan 
: 
“Yang masih belum dilakukan Pemerintahan desa 
Tegalsari Barat sebenarnya masih ada mba, seperti 
penambahan penerangan di jalan, memperbaiki jalan yang 
rusak dan harus lebih meningkatkan lagi kinerjanya dan 
tingkat kedisiplinanya dalam bekerja melayani masyarakat, 
agar masyarakat merasakan kesejahteraan yang di lakukan 





Menurut Ibu Ita selaku (Masyarakat Sekitar) wawancara 
pada tanggal 14 Desember 2019 mengatakan : 
“Ya saya setuju akan pendapat dari Bapak Sarino, 
mengenai penambahan penerangan di jalan dan segera 
memperbaiki jalan yang rusak, karena sangat penting bagi 
masyarakat untuk akses ke sekolah, dan bekerja. Maka saya 
harap pemerintahan desa Tegalsari Barat dapat 
meningkatkan kualitan kegigihan dalam kinerjanya serta 
kedisiplinanya agar masyarakat mendapatkan 
kesejahteraan serta kenyamanan.” 
Berdasarkan wawancara informan, penulis simpulkan bahwa apa yang 
sudah dilakukan Bapak sebagai pemerintahan desa Tegalsari Barat dari berbagai 
pendapat bahwasanya pemerintahan desa Tegalsari Barat sudah melaksanakan 
kinerja dengan baik mengacu sesuai pada undang-undang nomor 6 tahun 2014. 
Tapi terkadang juga antara pemerintahan desa dengan masyarakat masih terjadi 
beda pendapat yang menjadikan pro dan kontra antara pemerintahan desa dan 
masyarakat. Karena dari pendapat masyarakat bahwa masih ada yang belum 
dilakukan oleh pemerintahan desa, dan masyarakat ingin segera di proses yang 















 Berdasarkan hasil penelitian di desa Tegalsari Barat Kecamatan 
Ampelgading Kabupaten Pemalang mengenai kinerja pemerintah desa dalam 
memberikan pelayanan prima di desa Tegalsari Barat kecamatan Ampelgading 
kabupaten Pemalang, dapat di simpulkan sebagai berikut : 
1. kinerja pemerintah desa dalam memberikan pelayanan prima di desa 
Tegalsari Barat kecamatan Ampelgading kabupaten Pemalang telah 
dilakukan dalam keseluruhan  belum baik, hal itu dibuktikan dari beberapa 
tahapan wawancara yang berdasarkan dari indikator-indikator kinerja 
perangkat desa yang pertama yaitu produktivitas kerja yang memiliki 
ukuran diantaranya sikap perangkat desa, kemampuan perangkat desa, 
semangat kerja. Sikap perangkat desa Tegalsari Barat dalam memberikan 
pelayanan prima kepada masyarakat yaitu kurang  baik karena dalam 
memanfaatkan waktu kurang efisien dan efektif jadi banyak waktu yng 
terbuang sia-sia. Namun menurut pemerintah desa Tegalsari Barat 
menyatakan bahwa dalam memberikan pelayanan sudah menunjukan 
kesiapan 100% berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014 dan 
manfaat diambil oleh pemerintah desa Tegalsari Barat dalam pelaksanaan 





manfaat bagi masyarakat luas. Kemudian kemampuan perangkat desa 
Tegalsari Barat, yaitu kurang baik karena terlalu menyepelekan pendapat 
atau pertanyaan dari masyarakat. Kemudian semangat kerja perangkat desa 
Tegalsari Barat juga kurang baik karena terlalu menggampangkan suatu 
hal seharusnya perangkat desa lebih meningkatkan lagi semangat kerjanya 
agar masyarakat dapat terlayani dengan maksimal, selain itu ada juga 
hambatan-hambatan dalam meningkatkan produktivitas kerja perangkat 
desa Tegalsari Barat disebabkaan karena masih kurangnya pengetahuan 
yang dimiliki perangkat atau pemerintah desa, masih belum terkumpulnya 
fakta-fakta dan data-data yang relevan akibatnya masyarakat terlayani 
kurang maksimal namun pemerintah desa Tegalsari Barat melakukan 
upaya untuk mengatasi hambatan tersebut dengan berupaya untuk turun 
tangan langsung ke lapangan menanyakan kepada masyarakat mengenai 
pendataan yang dilakukan pemerintahan desa dan mengintruksi kepada 
masyarakat supaya dapat menyiapkan data administrasi dahulu sebelum 
mengurus urusannya. 
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi pempengaruhi sebuah kinerja 
peemrintah desa Tegalsari Barat yaitu : 
a. Kualitas pelayanan dilihat dari tingkat kesalahan, kerusakan, dan 
kecermatan dalam melaksanakan tugas. Hal ini dibuktikan dengan 
sejauhmana pemerintah desa Tegalsari Barat dalam memberikan 





kewajiban tanggungjawab pemerintah desa dalam melayani 
masyarakat harus benar-benar teliti dan cermat, pemerintahan desa 
berupaya memberikan pelayanan yang maksimal demi masyarakat 
terlayani dengan baik. Namun disisi lain ada kendala yang dihadapi 
pemerintah desa seperti ATK yang rusak, kesalahan dalam pengetikan 
nama, alamat dan lain-lain namun pemerintahan desa mengupayakan 
sebisa mungkin untuk memperbaikai kinerjanya agar tidak terjadi 
kesalahan lagi. Karena pemerintah desa Tegalsari Barat sudah 
menunjukkan sesuai dengan prosedur ketentuannya dan kepala desa 
akan menindak lanjuti atau menegur bawahannya jika tidak bekerja 
sesuai dengan prosedur ketentuanya. Hal semacam ini bagus supaya 
bawahan meningkatkan kinerjanya untuk masyarakat agar tercipta 
pelayanan yang baik. Tetapi ada juga kendala dalam meningkatkan 
pelayanan yang disebabkan oleh kurangnya jumlah SDM yang 
memadai dan kelalaian dari perangkat desanya serta sarana dan 
prasarana yang kurang memadai hal ini dapat menyebabkan 
masyarakat berpendapat bahwa kinerja pemerintah desa kurang baik 
adanya, dan kepala desa Tegalsari Barat pasrah akan pendapat dari 
masyarakat tersebut, namun menurut perangkat desa kinerja 
pemerintah desa Tegalsari Barat sudah semaksimal mungkin untuk 
melayani masyarakat bahkan dari pemerintah desa Tegalsari Barat 
akan tetap meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan kepada 





mengatasi perangkat desa yang kurang SDMnya dengan membuka 
peluang untuk tenaga magang atau tenaga harian yang dapat 
membantu kelancaran kerja di pemerintah desa agar dalam tahun 
anggaran dapat berjalan secara maksimal dan baik. Selain itu kualitas 
pelayanan dan kedisiplinan para perangkat masih kurang baik karena 
kedisiplinanya masih rendah dan perlu ditingkatkan lagi, dan 
pemerintahan desa juga harus menambah fasilitas penunjang 
pelayanan dikantor karena jumlah yang masih sangat minim karena ini 
dapat mengganggu proses kinerja perangkat desa dalam melayani 
masyarakat karena sejatinya bahwa di kantor kepala desa sudah 
memiliki standar pelayanan yang jelas seperti yang dituturkan kepala 
desa Tegalsari Barat, namun hal ini belum dirasakan oleh masyarakat 
bahwa dikantor kepala desa sudah mempunyai standar pelayanan yang 
ada. 
b. Responsivitas, kemampuan perangkat desa untuk menggali kebutuhan 
masyarakat. Pemerintah desa Tegalsari Barat membuka lebar bagi 
siapa sja yang menyalurkan keluh kesahnya atau aspirasinya dan 
pemerintah desa akan berupaya membantu masyarakat namun 
pemerintah desa tidak bisa menjanjikan akan selesai secepat tapi akan 
mengusahakan sebisa mungkin untuk membantunya. Namun pendapat 
dari masyarakat masih ada yang kurang akan dipenuhi oleh 
pemerintahan desa seperti penambahan penerang jalan dari tenaga 





masyarakat desa Tegalsari Barat. Karena pendapat dari pemerintah 
desa Tegalsari Barat sudah adil kepada masyarakat tetapi tidak sedikit 
juga masyarakat yang berpendapat bahwa belum adil sepenuhnya 
karena pemerintah desa masih bersifat pilih kasih dan lebih 
mementingkan yang berpangkat dan berduit. Kepala desa Tegalsari 
Barat menampik pendapat masyarakat itu karena dalam setiap kali 
usulan-usulan dari masyarakaat beberapa sudah diwujudkan dan paling 
yang ditolak pihak pemerintah desa jika usulan tersebut tidak masuk 
akal, karena responsivitas pemerintah desa Tegalsari Barat terhadap 
kinerjanya sudah tetapi pendapat dari masyarakat bahwa responsivitas 
dari pemerintah desa maasih kurang baik, sebab dari perangkat desa 
kurang efektif dalam memanfaatkan waktu karena masih lambatnya 
kecepatan dalam merespon suatu pelayanan terhadap masyarakat. 
c. Responsibilitas pelaksanaan kegiatan yang harus di lakukan sesuai 
dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar sesuai dengan 
kebijakan organisasi. Bahwa dalam pelayanan masih terdapat unsur 
pungli di kalangan perangkat desa bahwa pada dasarnya pelayanan 
desa tidak dipungut biaya karena bersifat sosial, dan mengenai kinerja 
ada batas waktu dalam pelayanan misalnya diluar jam istirahat kerja 
dan saat dirumah. Selain itu ada persyaratan yang harus dipenuhi 
masyarakat untuk mengurus urusanya dalam mendapatkan pelayanan 





d. Akuntabilitas menunjukkan seberapa besar kebijakan dan kegiatan 
organisasi itu konsisten dengan kehendak masyarakat banyak. Hal ini 
dibuktikan sejak kapan dan bagaimana pemerintah desa Tegalsari 
Barat melaksanakan undang-undang nomor 6 tahun 2014 yaitu sejak 
tahun 2015 walau pada awalnya masih banyak kendala karena harus 
adaptasi dengan regulasi yang baru dan mulai berjalan lancar pada 
tahun 2016, terdapat kendala dalam menjalankan undang-undang 
tersebut yaitu berkaitan dengan dana anggaran yang terbatas. Dan 
hasilnya pertanggung jawaban dari pemerintah desa Tegalsari Barat 
dalam memberikan suatu pelayanan kepada masyarakat belum 
menunjukkan kemaksimalan dalam menjalankan sebuah tanggung 
jawab kepada masyarakat. Namun dari pihak pemerintah desa 
berusaha menjelaskan sejelas-jelasnya mengenai suatu hal yang 
berkenaan dengan pelayanan kepada masyarakat agar tidak 
kebingungan dan menjadi paham, tapi dari pendapat masyarakat 
menyimpulkan bahwa pemerintahan desa dalam memberikan 
kejelasannya belum begitu jelas, karena pada saat menjelaskan 
perangkat desa sambil memainkan handphonenya jadi masyarakat 
kurang jelas akan apa yang dijelaskannya. Hal ini membuat kepala 
desa melakukan pemantauan kinerja perangkat desa dalam bertugas 
melayani masyarakat yaitu dengan cara melakukan komunikasi secara 
intens terhadap perangkat desa yang mengarah ke pembicaraan yang 





kepada perangkat desa agar lebih baik dalam kinerjanya, berdasarkan 
langkah-langkah kepala desa yang memantau kinerja perangkat desa 
yaitu dari kedisiplinanya atau kerja yang dilakukannya dan 
keprofesionalannya dalam bekerja, karena yang bertanggung jawab 
dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat yaitu kepala desa 
dan seluruh perangkat desa Tegalsari Barat yang sudah melaksanakan 
kinerja sesuai dengan undang-undang nomor 6 tahun 2014 namun 
tidak dipungkiri juga masih ada pro dan kontra antara pemerintah desa 
dan masyarakat. Karena dari pendapat masyarakat bahwa masih ada 
yang belum dilakukan oleh pemerintah desa, dan masyarakat ingin 
segera di proses yang belum dipenuhi oleh pemerintah desa agar 
masyarakat hidup sejahtera aman dan sentosa. 
VI.2 Saran 
1. Bagi pemerintah desa Tegalsari Barat hendaknya lebih meningkatkan lagi 
kinerjanya agar mutu pelayanan lebih baik lagi, dan hindari unsur pungli 
di kalangan perangkat desa dalam melaksanakan kinerja agar kinerja 
pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat 
mencapai target dan sasaran yang baik. 
2. Bagi masyarakat perlu adanya kesadaran untuk memanfaatkan dengan 
baik dan hendaknya bersikap lebih dewasa dalam menyikapi permasalahan 
yang telah terjadi dalam suatu pelayanan yang diberikan oleh 





3. Kinerja pemerintah desa Tegalsari Barat harus lebih efisien dan efektif 
dalam memanfaatkan waktu yang ada dan lebih meningkatkan lagi mutu 
pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan undang-undang nomor 6 
tahun 2014 agar terciptanya suatu pelayanan yang maksimal dan 
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1. Pedoman Wawanara 
“KINERJA PEMERINTAH DESA DALAM MEMBERIKAN 
PELAYANAN PRIMA DI DESA TEGALSARI BARAT 
KECAMATAN AMPELGADING KABUPATEN PEMALANG” 
• Identitas Informan 
Nama    : 
Jenis Kelamin   : 
Pekerjaan (Jabatan)  : 
Alamat   : 
Tingkat pendidikan  : 
Waktu dan Tempat  : 
• Petunjuk Wawancara : 
Dalam rangka penyusunan skripsi guna memenuhi syarat menyelesaikan 
studi program S1 di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (FISIP) Program Studi 
Ilmu Pemerintahan Universitas Pancasakti Tegal, peneliti memohon kesediaan 
Bapak/Ibu untuk memberikan informasi mengenai Kinerja Pemerintahan Desa 
dalam Memberikan Pelayanan di Desa Tegalsari Barat Kecamatan Ampelgading 
Kabupaten Pemalang. Keberhasilan penelitian ini akan sangat bergantung kepada 
kelengkapan jawaban untuk itu dimohon dengan sangat agar Bapak/Ibu dapat 







Kinerja Pemerintah Desa dalam Memberikan Prima Pelayanan di 
Desa Tegalsari Barat Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang 
A. Indikator Kinerja Pemerintah Desa 
• Produktivitas Kerja Pemerintah Desa Tegalsari Barat. 
a. Sikap perangkat desa. 
1. Menurut Bapak/Ibu/Sdr bagaimana sikap perangkat desa Tegalsari 
Barat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat? 
2. Bagaimana kesiapan pemerintahan desa Tegalsari Barat dalam 
melaksanakan Undang-undang nomor 6 tahun 2014? 
3. Manfaat apa yang dapat diambil oleh pemerintahan desa Tegalsari 
Barat dalam melaksanakan Undang-undang nomor 6 tahun 2014? 
b. Kemampuan perangkat desa. 
4. Bagaiman kemampuan perangkat desa Tegalsari Barat dalam 
menjalankan tanggungjawabnya dalam memberikan pelayanan 
kepada masyarakat? 
c. Semangat kerja perangkat desa 
5. Bagaimana semangat kerja perangkat desa Tegalsari Barat 
berupaya meningkatkan kinerjanya untuk mensejahterakan 
rakyatnya? 
6. Apa saja hambatan-hambatan pemerintahan desa Tegalsari Barat 





7. Apa saja upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan 
pemerintahan desa Tegalsari Barat dalam meningkatkan 
produktivitas kerja di desa Tegalsari Barat?  
d. Kualitas Pelayanan dilihat dari tingkat kesalahan, 
kerusakan, dan kecermatan dalam melaksanakan tugas. 
1. Sejauh mana Pemerintah desa Tegalsari Barat dalam memberikan  
pelayanan kepada masyarakat? 
2. Apakah ada kendala maupun kesalahan yang dihadapi pemerintah 
desa Tegalsari Barat dalam melaksanakan kinerjanya? 
3. Apakah Kinerja Pemerintah desa Tegalsari Barat sudah sesuai 
dengan prosedur ketentuannya dalam memberikan pelayanan? 
4. Apakah ada masalah atau kendala khusus dalam meningkatkan 
kualitas pelayanan di desa Tegalsari Barat? 
5. Bagaimana tanggapan bapak mengenai pendapat masyarakat 
mengenai kurang baiknya kinerja pemerintahan desa Tegalsari 
Barat dalam konteks fenomena permasalahan pelayanan? 
6. Bagaimana kualitas pelayanan di kantor kepala desa Tegalsari 
Barat serta bagaimana tingkat kedisiplinan para perangkat desa 
dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat? 
7. Bagaimana mengenai fasilitas penunjang pelayanan di kantor 
kepala desa Tegalsari Barat? 






e. Responsivitas, kemampuan perangkat untuk menggali 
kebutuhan masyarakat. 
1. Sejauh mana pemerintah desa Tegalsari Barat dapat menampung 
keluh kesah masyarakat yang membutuhkan pelayanan? 
2. Apakah pelayanan yang di berikan pemerintah desa Tegalsari Barat 
sudah menunjukkan sifat keadilan di masyarakat? 
3. Dalam setiap kali usulan-usulan yang ditunjukan kepada 
pemerintahan desa Tegalsari Barat, apakah semua usulan-usulan 
tersebut mendapat persetujuan atau di tindak lanjuti dari pihak 
pemerintahan desa atau usuln-usulan yang tidak diterima 
a. Contoh usulan yang diterima 
b. Contoh usulan yang tidak diterima : 
4. Bagaimana responsivitas anda selaku masyarakat terhadap kinerja 
pemerintahan desa Tegalsari Barat dalam pelayanannya? 
5. Bagaimana perangkat desa dalam kecepatan merespon suatu 
pelayanan terhadap masyarakat? 
f. Responsibilitas pelaksanaan kegiatan yang harus dilakukan 
sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar 
sesuai dengan kebijakan organisasi. 
1. Apakah ada biaya khusus dalam pelayanan yang di berikan kepada 
masyarakat? 






3. Apakah ada  persyaratan khusus yang harus dipenuhi masyarakat 
untuk mendapatkan pelayanan yang baik? 
g. Akuntabilitas menunjukkan seberapa besar kebijakan dan 
kegiatan organisasi itu konsisten dengan kehendak 
masyarakat banyak. 
1. Sejak kapan dan bagaimana pemerintahan desa Tegalsari Barat 
melaksanakan Undang-undang nomor 6 tahun 2014? 
2. Kendala apa saja yang dihadapi oleh pemerintahan desa Tegalsari 
Barat dalam melaksanakan Undang-undang nomor 6 tahun 2014? 
3. Bagaimana pertanggung jawaban dari Pemerintah desa Tegalsari 
Barat dalam memberikan suatu pelayanan kepada masyarakat? 
4. Bagaimana kejelasan perangkat desa Tegalsari Barat dalam 
memberikan kejelasan mengenai suatu hal yang berkenaan dengan 
pelayanan kepada masyarakat? 
5. Bagaimana langkah bapak dalam memantau kinerja perangkat desa 
dalam bertugas melayani masyarakat? 
6. Bisakah bapak menjelaskan bagaimana langkah-langkah yang 
diambil untuk memantau kinerja perangkat desa? 
7. Siapa yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pelayanan 
kepada masyarakat? 






B. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam 
meningkatkan kinerja pemerintah Desa Tegalsari Barat 
a. Kurangnya SDM yang memadai 
1. Bagaimana cara pemerintahan desa Tegalsari Barat dalamm 
mengatasi perangkat desa yang kurang secara SDM? 
2. Apa saja hambatan-hambatan pemerintah desa Tegalsari Barat 
dalam meningkatkan kinerja pemerintah desa? 
3. Apa saja upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan 
pemerintah desa Tegalsari Barat dalam meningkatkan kinerja di 
desa Tegalsari Barat? 
b. Kurangnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 
1. Apakah ada kendala maupun kesalahan yang di hadapi pemerintah 
desa Tegalsari Barat dalam melaksanakan kinerjanya? 
2. Apakah semua pemerintah desa Tegalsari Barat sudah menguasai 
teknologi? 
3. Sejauh mana pengetahuan Bapak tentang teknologi dalam 
pengoperasian komputer untuk melaksanakan tugasnya? 
4. Bagaimana upaya Bapak dalam mengatasi jika dari salah satu 
pemerintah desa kurang menguasai teknologi khususnya komputer 


























2. Foto-foto Wawancara 
          
            
                         





        
       





            
            
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
